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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas perkenaanNya, 
Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah – Jilid II ini akhirnya dapat 
diselesaikan dengan baik oleh tim penyusun. 
Salah satu tujuan penyusunan buku ini adalah menambah khasanah 
bacaan para penyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi/ 
Kota/Kabupaten dalam hal menyusun kebijakan akuntansi pemerintah 
didaerah. Isi buku ini adalah bahan untuk menyusun kebijakan kebijakan 
akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual. Karena cakupan kebijakan 
akuntansi pemerintah daerah cukup luas, maka buku ini dibagi  dalam  
dua buku yakni Jilid I dan Jilid 2. Pada Buku Kebijakan Akuntansi Jilid 1 
berisikan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah, 
kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan, kebijakan laporan 
realisasi anggaran berbasis kas, kebijakan akuntansi laporan arus kas, 
kebijakan akuntansi catatan atas laporan keuangan, kebijakan akuntansi 
piutang, kebijakan akuntansi kualitas dan penyisihan piutang, kebijakan 
akuntansi persediaan, kebijakan akuntansi investasi, kebijakan akuntansi 
dana bergulir, kebiajkan akuntansi asset tetap. 
Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah – Jilid II berisi kebijakan 
akuntansi konstruksi dalam pekerjaan, kebijakan akuntansi retensi, 
kebijakan akuntansi aset tak berwujud, kebijakan akuntansi kewajiban, 
kebijakan akuntansi ekuitas, kebijakan akuntansi pendapatan,  kebiijakan 
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akuntansi beban, kebijakan akuntansi belanja, kebijakan akuntansi 
pembiayaan (transfer) dan kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, 
perubahan kebijakan, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang 
tidak dilanjutkan, kebijakan akuntansi laporan keuangan konsolidasian, 
kebijakan akuntansi laporan operasional, kebijakan akuntansi penyusutan, 
kebijakan akuntansi bantuan social dan kebijakan akuntansi satuan nilai 
minimum kapitalisasi dan extra comptabel. 
Manfaat dari buku ini diharapkan menjadi salah satu bahan dalam 
rangka penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah di daerah, khususnya 
kebijakan akuntansi berbasis akrual.Disamping itu buku ini diharapkan 
juga dapat berfungsi sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas 
dan fungsi terkait pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan peraturan 
dan ketentuan terbaru. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan 
manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Penyusun mengharapkan saran 
dan kritik yang membangun dari para pembaca dan pengguna buku ini. 
Penyusun tak lupa pula untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar- 
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung 
dan tidak langsung dalam penyelesaian buku ini. 
 
 
Makassar, 2 Mei 2015 
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BAB I 
AKUNTANSI KONSTRUKSI 
DALAM PENGERJAAN 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi 
untuk konstruksi dalam pengerjaan. 
2. Kebijakan Akuntansi ini memberikan panduan untuk: 
(a) Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai 
Konstruksi Dalam Pengerjaan; 
(b) Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di 
neraca; dan 
(c) Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi. 
 
Ruang Lingkup 
Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset 
tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan 
Daerah dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik 
pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau    oleh 
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pihak ketiga wajib menerapkan kebijakan ini. 
Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya 
berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan 
tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi 
yang berlainan. 
Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah 
jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai 
dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. 
 
DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
akuntansi dengan pengertian: 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 
dapatdiperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupunmasyarakat, serta 
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan 
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah 
Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 
Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja 
sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai 
kontrak. 
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam 
proses pembangunan. 
Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk 
konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu 
sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan 
fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. 
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Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk 
membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan 
entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak 
konstruksi. 
Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi 
dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa 
konstruksi. 
Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar 
hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk 
pembayaran jumlah tersebut. 
Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan 
yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun 
yang belum dibayar oleh pemberi kerja. 
Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum 
pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi. 
 
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya 
yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan 
suatu periode waktu tertentu dan belum selesai dengan 31 Desember 
atau pekerjaan telah selesai akan tetapi belum terbayarkan retensinya. 
Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu 
periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang 
atau lebih dari satu periode akuntansi. 
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup rehabilitasi atau renovasi 
mesin dan peralatan, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap 
lainnya dimana penyelesian pekerjaan sampai dengan 31 Desember belum 
selesai atau pekerjaan telah selesai akan tetapi pembayaran reternsi masih 
belum terbayarkan. 
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Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri 
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. 
 
KONTRAK KONSTRUKSI 
Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset 
yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal 
rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak 
seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. 
Kontrak konstruksi dapat meliputi: 
(a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung 
dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur; 
(b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset; 
(c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung 
pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi 
dan value engineering; dan 
(d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi 
lingkungan. 
 
PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI 
Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara 
terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, 
perlu untuk menerapkan kebijakan akuntansi ini pada suatu komponen 
kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau 
suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan 
hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. 
Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi 
dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang 
terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi: 
(a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset; 
(b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor 
serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian 
kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset 
tersebut; dan 
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(c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan. 
Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi 
aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah 
sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak 
tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak 
konstruksi terpisah jika: 
(a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam 
rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup 
dalam   kontrak semula; atau 
(b) Hargaasettambahantersebut ditetapkantanpamemperhatikan 
harga kontrak semula. 
 
PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam 
Pengerjaan jika: 
(a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan 
datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; 
(b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 
(c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 
Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang 
dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh 
karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. 
Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang 
bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: 
(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; 
(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan 
perolehan; 
(c) Sudah ada Final Hand Over /retensi dibayarkan; dan 
(d) Masa jaminan sudah berakhir. 
Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang 
bersangkutan (tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, 
dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut 
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dinyatakan selesai dengan dilampiri Final Hand Over dan siap digunakan 
sesuai dengan tujuan perolehannya. 
 
PENGUKURAN 
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. 
 
BIAYA KONSTRUKSI 
Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain: 
(a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; 
(b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya 
dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan 
(c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan 
konstruksi yang bersangkutan. 
Biaya-biaya yang berhubungan   langsung  dengan suatu  kegiatan 
konstruksi antara lain meliputi: 
(a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; 
(b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; 
(c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan 
ke lokasi pelaksanaan konstruksi; 
(d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan 
(e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung 
berhubungan dengan konstruksi. 
Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada 
umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi: 
(a) Asuransi; 
(b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung 
berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan 
(c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan 
konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. 
Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang 
sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya 
yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang 
dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi  biaya 
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langsung. 
Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak 
konstruksi meliputi: 
(a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan 
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; 
(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor 
berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum 
dibayar pada tanggal pelaporan; dan 
(c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga 
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 
Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor. 
Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara 
bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan 
dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat 
sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. 
Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan 
oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan 
perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. 
Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang 
timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya 
konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan 
ditetapkan secara andal. 
Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang  
timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai 
konstruksi. 
Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi 
jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. 
Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset 
yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode 
yang bersangkutan dialokasikan ke  masing-masing konstruksi   dengan 
metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. 
Apabila  kegiatan  pembangunan konstruksi  dihentikan sementara 
tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya 
8  
pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara 
pembangunan konstruksi dikapitalisasi. 
Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi 
karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur 
tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai 
hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur  tangan 
dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama 
pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian 
sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi 
tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. 
Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang 
penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis 
pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. 
Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih 
dalam proses pengerjaan. 
Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang 
masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 
12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang 
berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman 
untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. 
Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya 
pinjaman. 
 
PENGUNGKAPAN 
Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi 
Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: 
(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat 
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 
(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; 
(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus 
dibayar; 
(d) Uang muka kerja yang diberikan; dan 
(e) Retensi. 
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Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang 
retensi. Misalnya, termin yang masih belum terbayarkan oleh pemberi 
kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 
Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber 
dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya 
sampai tanggal tertentu. 
 
TANGGAL EFEKTIF 
Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk 
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten mulai tahun Anggaran 2015. 
 
 
Gubernur/Walikota/Bupati, 
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BAB II 
AKUNTANSI RETENS 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi 
untuk retensi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam 
laporan keuangan. 
 
Ruang Lingkup 
Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah 
Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan 
mengatur tentang perlakuan akuntansinya. 
 
DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan 
Akuntansi dengan pengertian berikut: 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 
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mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 
dapatdiperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupunmasyarakat, serta 
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan 
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam 
proses pembangunan atau pekerjaan telah selesai akan tetapi retensi 
belum terbayarkan. 
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ 
Jasa. 
Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar 
hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk 
pembayaran jumlah tersebut. 
Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan 
yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun 
yang belum dibayar oleh pemberi kerja. 
 
UMUM 
Dua cara yang diperbolehkan dalam penyelesaian pembayaran 
retensi yakni menggunakan jaminan bank dan tidak menggunakan 
jaminan bank. 
Menggunakan jaminan bank, jika proyek itu sudah selesai maka 
dibayarkan secara penuh sesuai dengan berita acara penyerahan pekerjaan. 
Tidak menggunakan jaminan bank, maka pembayaran retensi dapat 
dilakukan setelah masa pemeliharaan berakhir sesuai berita acara 
penyerahan pekerjaan tahap kedua (Final Hand Over). 
Jaminan pemeliharaan bank berupa jaminan pemeliharaan dari 
Bank Pemerintah yang sehat atau bank lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan. 
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Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada 
PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus 
perseratus), untuk: 
a. Pekerjaan Konstruksi; 
b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. 
Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari 
nilai Kontrak. 
Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari 
kerja setelah masa pemeliharaan selesai. 
Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan 
Pemeliharaan atau memberikan retensi. 
Jaminan Pemeliharaan atau retensi besarnya 5% (lima perseratus) dari 
nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: 
a. Pembayaran bulanan; 
b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan 
(termin); atau 
c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. 
Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa 
setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, dan denda apabila 
ada, serta pajak. 
Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan 
subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh 
subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya. 
Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan 
senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan 
yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, 
sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak. 
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menahan sebagian pembayaran 
prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan 
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa 
pemeliharaan. 
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Pembayaran retensi dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir 
pada tahun anggaran yang sama. 
Untuk pelaksanaan kontrak yang telah selesai namun retensi belum 
dibayarkan perlakuannya adalah diakui pada pos Kewajiban Jangka Pendek 
dalam akun Utang kepada Pihak Ketiga. 
Dalam pengeluaran belanja modal pada Pemerintah Daerah, 
pembayaran kepada rekanan dilakukan sebesar 95%, sedangkan sisanya 
sebesar 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan. Atas sejumlah 
5% dari nilai pengadaan yang dijadikan retensi selama masa pemeliharaan 
tersebut Pemerintah Daerah mengakuinya sebagai hutang retensi. 
Apabila masa pemeliharaan telah selesai dan setelah 3 (tiga) bulan 
pihak ketiga tidak meminta pembayaran dan atas persetujuannya hutang 
retensi dijadikan sebagai pendapatan lain lain dan hutang retensi didebet 
dari Neraca. 
Program retensi juga berhubungan dengan non arsip. Non arsip 
adalah dokumen yang dibuat untuk keperluan organisasi dan kemudian 
dimusnahkan setelah masa nilai gunanya habis. Non arsip dapat berupa slip 
pembayaran rutin, lembaran pembayaran rutin, duplikasi sementara surat 
menyurat, copy file-reading korespondensi, duplikasi semua dokumen dari 
file yang sama, duplikasi manual dan catatan kecil. 
 
TANGGAL EFEKTIF 
Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk 
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten mulai Tahun Anggaran 2015. 
 
 
Gubernur/Walikota/Bupati, 
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BAB III 
AKUNTANSI ASET 
TAK BERWUJUD 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi 
untuk aset tak berwujud. Masalah utama akuntansi untuk aset tak 
berwujud adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, dan 
pengungkapan yang perlu dilakukan, serta penentuan dan perlakuan 
akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying 
value) aset tak berwujud. 
Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tak berwujud dapat 
diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu 
aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
Ruang Lingkup 
Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah 
Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan 
mengatur   tentang   perlakuan   akuntansinya,   termasuk   pengakuan, 
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penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila 
Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang 
berbeda. 
Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk: 
(a) Aset tak berwujud yang diatur oleh kebijakan akuntansi lainnya; 
(b) Aset keuangan (seperti saham, obligasi, dan derivatifnya); 
(c) Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam 
rangka eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, 
minyak, dan gas alam dan sumber daya lainnya yang tidak dapat 
diperbarui; dan 
(d) Aset tidak berwujud yang terjadi dari kontrak dengan pemegang 
polis. 
 
DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan 
Akuntansi dengan pengertian: 
Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang 
dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 
dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, 
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 
dan budaya. 
Aset keuangan adalah kas dan setara kas serta aset yang akan diterima 
dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. 
Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat 
diindentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk 
tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. 
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Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan 
harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis 
atas ilmu yang baru. 
Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan 
lainnya pada suatu rencana dan rancangan alat, barang, proses,  
sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau mengalami perbaikan yang 
substansial, sebelum dimulainya penggunaan atau pemanfaatan. 
 
UMUM 
Pemerintah sering kali mengeluarkan sumber daya untuk 
mendapatkan, mengembangkan, memelihara atau memperkuat sumber 
daya tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan 
implementasi sistem atau proses baru, lisensi dan hak kekayaan intelektual. 
Beberapa jenis aset tidak berwujud mungkin terkandung dalam bentuk 
fisik, seperti dalam compact disk (yang memuat piranti lunak komputer), 
dokumentasi legal (yang memuat lisensi atau paten), atau film. Untuk itu, 
penentuan apakah aset tersebut termasuk dalam aset berwujud atau tidak 
berwujud ditentukan dengan mempertimbangkan atribut yang dominan 
pada aset tersebut. Misalnya, piranti lunak untuk menjalankan komputer, 
dimana komputer tersebut tidak dapat beroperasi tanpa piranti lunak 
tersebut merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari piranti 
kerasnya sehingga diperlakukan sebagai bagian dari aset tetap. Akan 
tetapi, bila piranti lunak tersebut bukan merupakan bagian integral dari 
piranti keras yang terkait, piranti lunak tersebut diperlakukan sebagai aset 
tidak berwujud. 
 
KLASIFIKASI ASET TAK BERWUJUD 
Aset tak berwujud meliputi: 
(a) Piranti lunak (sofiware) komputer; 
(b) Lisensi dan francshise; 
(c) Hak cipta (copyright,), paten, dan hak lainnya; dan 
(d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka 
panjang. 
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Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak 
lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat 
ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu 
dan syarat tertentu. 
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin 
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 
peraturan perundang-undangan. 
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor 
(penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk 
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau 
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang 
adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis 
dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai 
aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan 
manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai 
aset tak berwujud. 
 
PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD 
Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika: 
(a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat 
ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada 
entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan 
(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 
Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud 
dapat mencakup penerimaan pendapatan daerah, penghematan biaya, 
atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. 
Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis dan/atau 
sosial masa depan, entitas harus menggunakan pertimbangan yang 
masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan 
estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi dan/atau sosial yang 
berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut. 
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Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomi dan/ 
atau sosial masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud, 
perusahaan mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan 
awal aset tak berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti 
eksternal. 
Pengakuan aset tak berwujud akan sangat andal bila aset tak 
berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau 
pada saat penguasaannya berpindah. Bila aset tak berwujud diperoleh 
dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada 
saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan. 
Aset tak berwujud dapat diperoleh entitas melalui pelaksanaan hasil 
kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit 
untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan dalam 
kegiatan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan 
tersebut antara lain untuk: 
(a) Menentukan apakah telah timbul, dan saat timbulnya,  aset  
yang dapat diidentifikasi yang akan menghasilkan manfaat 
ekonomis masa depan; dan 
(b) Menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal. 
Dalam menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara 
internal memenuhi sayarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses 
dihasilkannya aset tak berwujud menjadi dua tahap, yaitu: 
(a) Tahap penelitian atau riset; dan 
(b) Tahap pengembangan. 
Jika suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan 
tahap pengembangan suatu kegiatan internal untuk menghasilkan aset 
tak berwujud, maka entitas memperlakukan kegiatan tersebut seolah-olah 
sebagai pengeluaran yang dilakukan hanya pada tahap riset saja. 
Suatu entitas tidak boleh mengakui aset tak  berwujud  yang  
timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). 
Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan 
internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya. 
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Contoh-contoh kegiatan penelitian atau riset adalah sebagai berikut: 
(a) Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru; 
(b) Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau 
pengetahuan lainnya; 
(c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, barang, proses, 
sistem, atau jasa; dan 
(d) Perumusan, perancangan, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif 
kemungkinan bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau 
jasa. 
Suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari 
tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui jika, dan hanya 
jika perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini: 
(a) Kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut 
sehingga aset tersebut dapat digunakan; 
(b) Niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan 
menggunakannya; 
(c) Kemampuan untuk menggunakan aset tak berwujud tersebut; 
(d) Cara aset tak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat 
ekonomi dan/atau sosial masa depan, yaitu antara lain entitas 
harus mampu menunjukkan kegunaan aset tak berwujud 
tersebut; 
(e) Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya 
lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud 
dan menggunakan aset tersebut; dan 
(f) Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang 
terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya. 
Pembelian sofiware komputer yang tidak dapat dipisahkan dari 
hardware, misal, tanpa adanya sofiware tersebut hardware tidak dapat 
beroperasi, maka sofiware tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai 
Aset Tak Berwujud tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware 
dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin.Namun, jika 
sofiware tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai 
Aset Tak Berwujud. 
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Perlakuan Khusus Untuk So†ware Komputer 
Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan: 
1. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi 
pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh 
instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). 
Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri 
dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan 
dari software tersebut maka untuk software seperti ini tidak 
perlu diakui sebagai ATB, selain itu software seperti ini biasanya 
bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat 
dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan 
ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. 
Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat 
diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. 
2. Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat 
secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan 
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah 
maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. 
Dilain pihak apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah 
untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari 
suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat 
dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian 
harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan 
dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli 
tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi 
sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara 
umum. 
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Beban Masa Lalu Tidak Diakui sebagai Aset 
Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya diakui oleh 
entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak 
boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di 
kemudian hari. 
 
PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD 
Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila 
penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan 
tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai 
wajar pada saat perolehan. 
Perolehan Terpisah 
Jika suatu aset tak berwujud diperoleh secara terpisah, biaya aset tak 
berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas 
jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter 
lainnya. 
Biaya perolehan suatu aset tak berwujud terdiri atas harga beli, 
termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung 
dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai 
dengan tujuannya. Pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, misalnya 
imbalan profesional konsultan hukum. Apabila terdapat diskonto atau 
rabat, maka diskonto atau rabat tersebut mengurangi biaya perolehan 
aset. 
 
Pertukaran Aset 
Suatu aset tak berwujud mungkin diperoleh  melalui  pertukaran  
atau tukar tambah aset tak berwujud yang tidak sejenis atau dengan  
aset lainnya. Biaya perolehan aset tak berwujud tersebut diukur sebesar 
nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang 
diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara 
kas yang diserahkan. 
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Aset Tak Berwujud yang Dihasilkan secara Internal (Swakelola) 
Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal 
(swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, 
atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang 
dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga 
siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset tak 
berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan: 
(a) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau 
dikonsumsi dalam menghasilkan aset tak berwujud; 
(b) Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang 
langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; dan 
(c) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset 
tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum. 
Pengeluaran pelatihan pegawai untuk mengoperasikan aset tak 
berwujud bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tak berwujud 
yang dihasilkan secara internal. 
 
PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN 
(SUBSEQUENT EXPENDITURES) 
Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran 
setelah perolehan) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya 
pengeluaran, kecuali: 
(a) Pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan 
meningkatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan 
sehingga menjadi lebih besar dahpada standar kinerja yang 
diperkirakan semula; dan 
(b) Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset 
secara andal. 
Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran 
setelah perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset tak 
berwujud. 
Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran 
setelah   perolehan)   diakui   sebagai   biaya   jika   pengeluaran  tersebut 
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dibutuhkan untuk memelihara agar asset dapat beroperasi pada standar 
kinerja yang diperkirakan semula. Aset tak berwujud memiliki karakteristik 
sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus tidak mungkin ditentukan 
apakah pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat mempertahankan 
atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset 
tersebut. Di samping itu, sering kali sulit mengaitkan secara langsung 
pengeluaran tersebut dengan aset tak berwujud tertentu, tetapi lebih 
mudah mengaitkan pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan. 
Dengan demikian, jarang terjadi pengeluaran setelah pengakuan awal aset 
tak berwujud, baik aset yang diperoleh melalui pembelian maupun yang 
dihasilkan sendiri, diakui sebagai penambahan biaya perolehan aset tak 
berwujud. 
 
PENGUKURAN    BERIKUTNYA     (SUBSEQUENT    MEASUREMENT) 
TERHADAP PENGAKUAN AWAL 
Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya 
perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi. 
 
Periode Amortisasi 
Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus 
dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa 
manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud 
tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. 
Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan. 
Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung 
dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. 
Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut 
harus diturunkan. Hal tersebut, dilakukan melalui alokasi yang sistematis 
atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut 
diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut. 
Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa 
manfaat suatu aset tak berwujud, termasuk: 
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BAB IV 
AKUNTANSI KEWAJIBAN 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring 
adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks 
paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi 
kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, 
dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. 
 
Ruang Lingkup 
Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintahan 
Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan 
mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. 
Kebijakan Akuntansi ini mengatur: 
(a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban 
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan 
dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri. 
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(b) Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata 
uang asing. 
(c) Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari 
restrukturisasi pinjaman. 
(d) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang 
Pemerintah Daerah. 
(e) Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada 
pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal- 
hal tersebut. 
Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur: 
(a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi; 
(b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai; 
(c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain 
dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata 
uang asing seperti pada paragraf 3 (b). 
(d) Huruf (a) dan (b) diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri. 
 
DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan 
Akuntansi dengan pengertian: 
Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto 
selama umur utang Pemerintah Daerah. 
Aset Tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset), selanjutnya 
disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup 
lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya. 
Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung 
oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan peminjaman dana. 
Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur. 
Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban 
(present value,) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) 
karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. 
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Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- 
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa 
laporan keuangan. 
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
Pemerintah Daerah. 
Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur. 
Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya 
belum pasti. 
 
Kewajiban kontinjensi adalah: 
(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan 
keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak 
terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak 
sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau 
(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak 
diakui karena: 
(1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable,) suatu entitas 
mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat 
ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau 
(2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. 
 
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 
Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto 
dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang Pemerintah 
Daerah. 
Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat 
pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada 
lembar surat utang Pemerintah Daerah. 
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Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban 
yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah 
diskonto atau premium yang belum diamortisasi. 
Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih 
dari 12 (dua betas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran 
bunga secara diskonto. 
Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang 
Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan 
Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, 
seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran 
Askes, Taspen, dan Taperum. 
Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present 
value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena 
tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. 
Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur 
untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa 
pengurangan jumlah utang. 
Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat 
pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan 
mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, 
misalnya Surat Utang Negara (SUN). 
Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang 
berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan 
pembayaran bunga secara diskonto. 
Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat 
pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang 
dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. 
Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan 
entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal. 
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UMUM 
Karakterisitik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah 
mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya 
mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan 
datang. 
Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas 
atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks 
pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber 
pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas 
pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah 
Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada 
pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, 
kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/ 
realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi 
jasa lainnya. 
Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai 
konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang- 
undangan. 
 
KLASIFIKASI KEWAJIBAN 
Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban 
yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan 
setelah tanggal pelaporan. 
Informasi tentang tanggal jatuh tempokewajiban keuangan bermanfaat 
untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi 
tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan 
utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan 
sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. 
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek 
jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 
tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai 
kewajiban jangka panjang. 
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Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama 
seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang 
transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian 
yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. 
Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo 
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya 
bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan 
Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. 
Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban 
jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan 
akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 
pelaporan jika: 
(a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua 
belas) bulan; 
(b) Entitas    bermaksud    untuk    mendanai    kembali (refinance,) 
kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan 
(c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian 
pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan 
kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum 
laporan keuangan disetujui. 
Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka 
pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi 
yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun 
berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali  (refinancing)  
atau digulirkan (rollover) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan 
diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang 
demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan 
jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. 
Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada 
pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan 
kembali),  pendanaan  kembali  ini  tidak  dapat  dipertimbangkan  secara 
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otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek 
kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum 
persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban 
pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. 
Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu 
(covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi 
kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu 
yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan 
demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 
panjang hanya jika: 
(a) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta 
pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan 
(b) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran 
berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 
pelaporan. 
 
PENGAKUAN KEWAJIBAN 
Kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran 
sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban 
yang ada pada saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut 
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 
Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) 
sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah 
terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu 
peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalarn suatu 
entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun 
dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu 
entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, 
bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan. 
Suatu transaksi  melibatkan  transfer  sesuatu  yang  mempunyai nilai. 
Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa 
pertukaran. Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa 
pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban. 
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Kewajiban diakui pada saat danapinjamanditerima oleh pemerintah 
daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ 
atau pada saat kewajiban timbul. 
Kewajiban dapat timbul dari: 
(a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions); 
(b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai 
hukum yang beriaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas 
dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan; 
(c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related 
events); dan 
(d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged 
events). 
Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing 
pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu 
nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya 
atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan 
pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau 
jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain 
di masa depan. 
Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai 
Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari 
kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai 
lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak 
(pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu 
nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa 
telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan 
dengan jasa periode berjalan. 
Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam 
suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau 
menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber 
daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban 
harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal 
pelaporan. 
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Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada 
entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika 
pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau 
memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, 
persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada 
dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran. 
Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah  kejadian  
yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi 
antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut 
mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu 
kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan 
dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian 
yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. 
Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan 
kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan 
kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang 
berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah 
akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat 
diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja 
terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang 
dilakukan Pemerintah Daerah. 
Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian 
yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut 
mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena 
Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. 
Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan 
kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan 
bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak 
diatur dalam peraturan formal  yang  ada.  Konsekuensinya,  biaya  
yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas 
nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung 
jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya biaya tersebut belum dapat 
memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal 
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mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah 
atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah 
terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. 
Dengan kata lain Pemerintah Daerah seharusnya mengakui kewajiban 
dan biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua 
kriteria berikut: 
(a). Badan Legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi 
sumber daya yang akan digunakan. 
(b). Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor 
melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran 
belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran 
langsung ke korban bencana). 
Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian 
yang diakui  Pemerintah  Daerah.  Suatu  kerusakan  akibat  bencana  
alam di suatu kecamatan dan DPRD mengotorisasi pengeluaran untuk 
menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi 
keuangan dari Pemerintah Daerah karena memutuskan untuk 
menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang 
berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah 
Daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar 
oleh Pemerintah Daerah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran 
atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah 
terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Daerah 
diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus 
transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah 
terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut 
meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Daerah untuk membayar manfaat, 
barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang 
ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Daerah. 
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PENGUKURAN KEWAJIBAN 
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata 
uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 
Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral 
pada tanggal neraca. 
Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban 
Pemerintah Daerah pada saat pertama  kali  transaksi  berlangsung 
seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran 
ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian 
dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain 
perubahan.nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat 
kewajiban tersebut. 
Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti 
karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan 
penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan 
keuangan. 
 
UTANG KEPADA FIHAK KETIGA (ACCOUNT PAYABLE) 
Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk 
barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah 
Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan 
untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak. 
Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan 
spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, 
jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan 
sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan. 
Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit 
pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit 
nonpemerintahan. 
 
UTANG TRANSFER 
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk 
melakukan  pembayaran  kepada  entitas  lain  sebagai  akibat  ketentuan 
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perundang-undangan. 
Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 
 
UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST) 
Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus dicatat sebesar 
biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud 
dapat berasal dari utang Pemerintah Daerah balk dari dalam maupun 
luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah yang belum 
dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian 
dari kewajiban yang berkaitan. 
Pengukuran dan penyajian, utang bunga di atas juga berlaku untuk 
sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam 
bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN). 
 
UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa 
PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan 
keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. 
Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah 
harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah 
yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih 
terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak 
lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan 
keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. 
 
BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG 
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian 
lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo 
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 
Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah 
jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus 
dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 
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KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA (OTHER CURRENT LIABILITIES) 
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak 
termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar 
lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan 
keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan 
dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang 
pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang 
masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai 
tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas 
penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. 
 
UTANG PEMERINTAH DAERAH YANG TIDAK DIPERJUAL BELIKAN 
DAN YANG DIPERJUAL BELIKAN 
Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik 
utang tersebut yang dapat berbentuk: 
(a) Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (Non- 
traded Debt) 
(b) Utang Pemerintah Daerah yang diperjualbelikan (Traded Debt) 
 
Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan (non -Traded Debt) 
Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak 
diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada 
pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam 
kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. 
Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat 
diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga 
keuangan international seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk 
hukum dan pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (loan 
agreement). 
Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif  bunga  tetap,  
penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (payment schedule) 
menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan 
tarif  bunga  variabel,  misalnya  tarif  bunga  dihubungkan  dengan    satu 
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BAB V 
AKUNTANSI EKUITAS 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan 
akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 
 
Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan 
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas 
akuntansi/entitas pelaporan. 
 
DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan 
Akuntansi dengan pengertian: 
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 
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PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS 
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. 
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan 
Perubahan Ekuitas. 
Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan 
dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset 
tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran 
pembiayaan, dan pengakuan kewajiban. 
 
TANGGAL EFEKTIF 
Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk 
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten mulai tahun Anggaran 2015. 
 
 
Gubernur/Walikota/Bupati, 
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BAB VI 
AKUNTANSI PENDAPATAN 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan 
akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi 
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- 
undangan. 
Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, 
pengukuran dan pengungkapan pendapatan. 
 
Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun 
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh 
entitas akuntansi/pelaporan. 
Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah 
daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk 
perusahaan daerah. 
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Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan. 
Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi 
pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut 
berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan 
mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan 
entitas pelaporan dengan: 
(a) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; 
(b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara 
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja 
pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan 
pendapatan. 
Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam 
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai 
kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi 
pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan 
tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi: 
(a) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan 
(b) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 
 
DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
akuntansi dengan pengertian: 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan 
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit 
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah 
dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan  peristiwa  lainnya  pada  saat  kas  atau  setara  kas  diterima  atau 
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dibayarkan. 
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya transaksi ekonomi tanpa 
diterima atau dibayarkan secara kas. 
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah. 
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan 
lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat 
dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. 
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu 
dibayar kembali oleh pemerintah. 
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 
dan tidak perlu dibayar kembali. 
Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan Saldo Anggaran Lebih yang 
berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya 
dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 
 
KLASIFIKASI PENDAPATAN 
Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut: 
(a) Urusan pemerintahan daerah; 
(b) Organisasi; dan 
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(c) Kelompok. 
Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut: 
(a) Jenis; 
(b) Obyek; dan 
(c) Rincian obyek pendapatan. 
Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan 
yang terdiri dari: 
(a) Pendapatan Asli Daerah, 
(b) Pendapatan Transfer, dan 
(c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 
Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan 
yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek 
pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah. 
Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci 
menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan 
modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan 
modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas 
penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha 
masyarakat. 
Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek 
pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 
dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas  tuntutan  
ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan  ataupun  bentuk 
lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan  barang  dan/  
atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar 
rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan 
pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda 
retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari 
pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari 
penyelenggaraan   pendidikan   dan   pelatihan,   dan   pendapatan     dari 
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angsuran/cicilan penjualan. 
Kelompok pendapatan transfer dibagi menurut jenis pendapatan 
yang terdiri atas: 
(a) Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan; 
(b) Transfer pemerintah pusat-lainnya; dan 
(c) Transfer Pemerintah Provinsi. 
Jenis transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dirinci menurut 
obyek pendapatan yang mencakup dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil 
sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 
Jenis transfer pemerintah pusat-lainnya terdiri atas obyek pendapatan 
dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. 
Jenis transfer pemerintah provinsi terdiri atas pendapatan bagi hasil 
pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya. Kelompok pendapatan bagi hasil 
pajak terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi, pendapatan 
bagi hasil pajak dari kabupaten, dan pendapatan bagi hasil pajak dari kota. 
Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut 
kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 
Kelompok dana otonomi khusus dan dana penyesuaian terdiri dari 
dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. 
Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut 
jenis pendapatan yang terdiri atas: 
(a) Pendapatan Hibah; 
(b) Pendapatan Dana Darurat; 
(c) Pendapatan lainnya. 
Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah 
daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok 
masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. 
Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka 
penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. 
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PENGAKUAN 
Berdasarkan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan 
pendapatan dapat diklasifikasikan: 
Pendapatan LO menggunakan basis akrual dan akan diakui pada saat : 
a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga  dengan 
earned; atau 
b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya 
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) 
Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan akan diakui pada saat : 
a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau 
b. diterima oleh SKPD; atau 
c. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD 
Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya 
penetapan terlebih dahulu (oﬃcial assessment), dimana dalam penetapan 
tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah 
daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen 
penetapan tersebut telah disahkan. 
Pendapatan LO diakui pada saat penetapan seperti pendapatan atas 
Pajak PBB dimana saat dikeluarkan SPPT PBB, pada saat menerima Pepres 
untuk pendapatan DAU. 
Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului 
dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan 
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan 
tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang 
dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian 
dilakukan penetapan. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan 
kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang 
akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam 
pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat 
ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. 
Pengakuan pendapatan self assessment seperti pajak hotel dan restaurant. 
Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan 
di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama 
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BAB VII 
AKUNTANSI BEBAN 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan 
akuntansi untuk beban dan pengungkapan informasi penting lainnya yang 
harus disajikan dalam laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan- 
undangan. 
Perlakuan akuntansi beban mencakup definisi, pengakuan, 
pengukuran, dan pengungkapan beban. 
 
Ruang Lingkup 
Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam akuntansi beban 
Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. 
Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan 
pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk 
perusahaan daerah. 
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DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan 
Akuntansi dengan pengertian: 
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 
Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang 
atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, 
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan 
tidak mengikat. 
Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat 
aset yang bersangkutan. 
Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban 
untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas 
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ 
pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 
entitas pelaporan. 
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 
 
KLASIFIKASI BEBAN 
Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan klasifikasi 
organisasi. 
Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan 
jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari 
beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, 
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beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban 
transfer, dan beban tak terduga. 
Klasifikasi organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi 
pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, sekretariat DPRD, 
sekretariat daerah, dinas pemerintah tingkat dan lembaga teknis daerah 
Adapun Kode Akun untuk Beban berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang tercantum dalam Bagan Akun 
Standar (BAS) adalah sebagai berikut : 
 
Kode Akun Uraian Akun 
9     BEBAN 
9 1    BEBAN OPERASI - LO 
9 1 1   Beban Pegawai - LO 
9 1 1 01  Beban Gaji dan Tunjangan - LO 
9 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 
9 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga - LO 
9 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan - LO 
9 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional - LO 
9 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum - LO 
9 1 1 01 06 Tunjangan Beras - LO 
9 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 
9 1 1 01 08 Pembulatan Gaji - LO 
9 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan - LO 
9 1 1 01 10 Uang Paket - LO 
9 1 1 01 11 Tunjangan Badan Musyawarah - LO 
9 1 1 01 12 Tunjangan Komisi - LO 
9 1 1 01 13 Tunjangan Badan Anggaran - LO 
9 1 1 01 14 Tunjangan Badan Kehormatan - LO 
9 1 1 01 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO 
9 1 1 01 16 Tunjangan Perumahan - LO 
9 1 1 01 17 Uang Duka Wafat/Tewas - LO 
9 1 1 01 18 Uang Jasa Pengabdian - LO 
9 1 1 01 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO 
9 1 1 01 20 Tunjangan Kesehatan DPRD - LO 
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Kode Akun Uraian Akun 
9 1 1 01 21 Dst ................... 
      
9 1 1 02  Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO 
9 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO 
9 1 1 02 02 
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat  bertugas 
- LO 
9 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO 
9 1 1 02 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi  - LO 
9 1 1 02 05 Dst …………………. 
      
9 1 1 03  Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO 
9 1 1 03 01 Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO 
9 1 1 03 02 Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO 
9 1 1 03 03 Dst …………………. 
      
9 1 1 04  Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO 
9 1 1 04 01 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO 
9 1 1 04 02 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO 
9 1 1 04 03 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO 
      
9 1 1 05  Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
9 1 1 05 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO 
9 1 1 05 02 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO 
9 1 1 05 03 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO 
9 1 1 05 04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air 
Permukaan - LO 
9 1 1 05 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO 
9 1 1 05 06 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO 
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9 1 1 05 07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - 
LO 
9 1 1 05 08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO 
9 1 1 05 09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO 
9 1 1 05 10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO 
9 1 1 05 11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO 
9 1 1 05 12 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 
- LO 
9 1 1 05 13 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang 
Burung Walet - LO 
9 1 1 05 14 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO 
9 1 1 05 15 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO 
9 1 1 05 16 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO 
      
9 1 1 06  Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 
9 1 1 06 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO 
9 1 1 06 02 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan - LO 
 
9 
 
1 
 
1 
 
06 
 
03 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil - LO 
9 1 1 06 04 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO 
9 1 1 06 05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO 
9 1 1 06 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO 
9 1 1 06 07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO 
9 1 1 06 08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO 
9 1 1 06 09 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian 
Biaya Cetak Peta - LO 
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9 1 1 06 10 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan 
dan/atau Penyedotan Kakus - LO 
9 1 1 06 11 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO 
9 1 1 06 12 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO 
9 1 1 06 13 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO 
9 1 1 06 14 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian 
Menara Telekomunikasi - LO 
9 1 1 06 15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO 
9 1 1 06 16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO 
9 1 1 06 17 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO 
9 1 1 06 18 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO 
9 1 1 06 19 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO 
9 1 1 06 20 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO 
9 1 1 06 21 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah 
Potong Hewan - LO 
9 1 1 06 22 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO 
9 1 1 06 23 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO 
9 1 1 06 24 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO 
9 1 1 06 25 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO 
9 1 1 06 26 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO 
9 1 1 06 27 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO 
9 1 1 06 28 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan 
- LO 
9 1 1 06 29 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - 
LO 
9 1 1 06 30 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan 
- LO 
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9 1 1 06 31 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian 
Lalu Lintas - LO 
9 1 1 06 32 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO 
      
9 1 1 07  Uang Lembur - LO 
9 1 1 07 01 Uang Lembur PNS - LO 
9 1 1 07 02 Uang Lembur Non PNS - LO 
      
9 1 2   Beban Barang dan Jasa 
9 1 2 01  Beban Bahan Pakai Habis 
9 1 2 01 01 Beban Persediaan alat tulis kantor 
9 1 2 01 02 Beban Persediaan dokumen/administrasi tender 
9 1 2 01 03 Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 
9 1 2 01 04 Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos 
lainnya 
9 1 2 01 05 
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan 
pembersih 
9 1 2 01 06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 
9 1 2 01 07 Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran 
9 1 2 01 08 Beban Persediaan pengisian isi tabung gas 
9 1 2 01 09 Dst …. 
      
9 1 2 02  Beban Persediaan Bahan/ Material 
9 1 2 02 01 Beban Persediaan bahan baku bangunan 
9 1 2 02 02 Beban Persediaan bahan/bibit tanaman 
9 1 2 02 03 Beban Persediaan bibit ternak 
9 1 2 02 04 Beban Persediaan bahan obat-obatan 
9 1 2 02 05 Beban Persediaan bahan kimia 
9 1 2 02 06 Beban Persediaan Makanan Pokok 
9 1 2 02 07 Dst ……………… 
      
9 1 2 03  Beban Jasa Kantor 
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9 1 2 03 01 Beban Jasa telepon 
9 1 2 03 02 Beban Jasa air 
9 1 2 03 03 Beban Jasa listrik 
9 1 2 03 04 Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 
9 1 2 03 05 Beban Jasa surat kabar/majalah 
9 1 2 03 06 Beban Jasa kawat/faksimili/internet 
9 1 2 03 07 Beban Jasa paket/pengiriman 
9 1 2 03 08 Beban Jasa Sertifikasi 
9 1 2 03 09 Beban Jasa Transaksi Keuangan 
9 1 2 03 10 Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum 
9 1 2 03 11 Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
9 1 2 03 12 Dst ….. 
      
9 1 2 04  Beban Premi Asuransi 
9 1 2 04 01 Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan 
9 1 2 04 02 Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah 
9 1 2 04 03 Dst………………………………… 
      
9 1 2 05  Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 
9 1 2 05 01 Beban Jasa Service 
9 1 2 05 02 Beban Penggantian Suku Cadang 
9 1 2 05 03 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 
9 1 2 05 04 Beban Jasa KIR 
9 1 2 05 05 Beban Pajak Kendaraan Bermotor 
9 1 2 05 06 Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
      
9 1 2 06  Beban Cetak dan Penggandaan 
9 1 2 06 01 Beban Cetak 
9 1 2 06 02 Beban Penggandaan 
      
9 1 2 07  Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 
9 1 2 07 01 Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas 
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9 1 2 07 02 Beban sewa gedung/ kantor/tempat 
9 1 2 07 03 Beban sewa ruang rapat/pertemuan 
9 1 2 07 04 Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 
9 1 2 07 05 Dst …. 
      
9 1 2 08  Beban Sewa Sarana Mobilitas 
9 1 2 08 01 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 
9 1 2 08 02 Beban Sewa Sarana Mobilitas Air 
9 1 2 08 03 Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara 
9 1 2 08 04 Dst … 
      
9 1 2 09  Beban Sewa Alat Berat 
9 1 2 09 01 Beban Sewa Eskavator 
9 1 2 09 02 Beban Sewa Buldoser 
9 1 2 09 03 Dst … 
      
9 1 2 10  Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
9 1 2 10 01 Beban sewa meja kursi 
9 1 2 10 02 Beban sewa komputer dan printer 
9 1 2 10 03 Beban sewa proyektor 
9 1 2 10 04 Beban sewa generator 
9 1 2 10 05 Beban sewa tenda 
9 1 2 10 06 Beban sewa pakaian adat/tradisional 
9 1 2 10 07 Dst …. 
      
9 1 2 11  Beban Makanan dan Minuman 
9 1 2 11 01 Beban makanan dan minuman harian pegawai 
9 1 2 11 02 Beban makanan dan minuman rapat 
9 1 2 11 03 Beban makanan dan minuman tamu 
9 1 2 11 04 Beban makanan dan minuman pelatihan 
9 1 2 11 05 Dst … 
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BAB VIII 
AKUNTANSI BELANJA 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan 
akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi 
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- 
undangan. 
Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, 
pengukuran, dan pengungkapan belanja. 
 
Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan 
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 
Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah 
daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk 
perusahaan daerah. 
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DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
dengan pengertian: 
Anqqaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau 
dibayarkan. 
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah daerah. 
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah. 
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 
Rekening Kas Umum Daerahadalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
 
KLASIFIKASI BELANJA 
Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), 
organisasi, dan fungsi. 
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan 
pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi 
untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja 
modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. 
Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja    pegawai, 
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belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan 
belanja tak terduga. 
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- 
hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 
Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, 
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. 
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk 
perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. 
Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk 
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak 
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 
kewenangan pemerintah daerah. 
Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah 
sebagai berikut: 
Belanja Operasi: 
- Belanja Pegawai xxx 
- Belanja Barang xxx 
- Bunga xxx 
- Subsidi xxx 
- Hibah xxx 
- Bantuan Sosial xxx 
Belanja Modal 
- Belanja Aset Tetap xxx 
- Belanja Aset Lainnya xxx 
Belanja Lain-lain/Tak Terduga xxx 
Transfer xxx 
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan   
ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh 
pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. 
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Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit 
organisasi pengguna  anggaran.  Klasifikasi  belanja  menurut  organisasi  
di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian 
negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja 
menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah 
provinsi/kabupaten/kota,dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/ 
kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. 
Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada 
fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut: 
Belanja : 
- Pelayanan Umum xxx 
- Pertahanan xxx 
- Ketertiban dan Keamanan xxx 
- Ekonomi xxx 
- Perlindungan Lingkungan Hidup xxx 
- Perumahan dan Permukiman xxx 
- Kesehatan xxx 
- Pariwisata dan Budaya xxx 
- Agama xxx 
- Pendidikan xxx 
- Perlindungan sosial xxx 
 
Adapun Kode Akun untuk Belanja berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang tercantum dalam Bagan Akun 
Standar (BAS) adalah sebagai berikut : 
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5     BELANJA 
5 1    BELANJA OPERASI 
      
5 1 1   Belanja Pegawai 
5 1 1 01  Belanja Gaji dan Tunjangan 
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 
5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 
5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 
5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 
5 1 1 01 09 Iuran Jaminan Kesehatan 
5 1 1 01 10 Uang Paket 
5 1 1 01 11 Tunjangan Badan Musyawarah 
5 1 1 01 12 Tunjangan Komisi 
5 1 1 01 13 Tunjangan Badan Anggaran 
5 1 1 01 14 Tunjangan Badan Kehormatan 
5 1 1 01 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 
5 1 1 01 16 Tunjangan Perumahan 
5 1 1 01 17 Uang Duka Wafat/Tewas 
5 1 1 01 18 Uang Jasa Pengabdian 
5 1 1 01 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 
5 1 1 01 20 Tunjangan Kesehatan DPRD 
5 1 1 01 21 Dst ................... 
      
5 1 1 02  Belanja Tambahan Penghasilan PNS 
5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 
5 1 1 02 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat  bertugas 
5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 
5 1 1 02 04 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 
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5 1 1 02 05 Dst ................... 
      
5 1 1 03  Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 
5 1 1 03 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 
5 1 1 03 02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 
5 1 1 03 03 Dst ............... 
      
5 1 1 04  Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
5 1 1 04 01 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan 
5 1 1 04 02 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkebunan 
5 1 1 04 03 
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perhutanan 
      
5 1 1 05  Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
5 1 1 05 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA 
5 1 1 05 02 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA 
5 1 1 05 03 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA 
5 1 1 05 04 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air 
Permukaan - LRA 
5 1 1 05 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA 
5 1 1 05 06 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA 
5 1 1 05 07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA 
5 1 1 05 08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA 
5 1 1 05 09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA 
5 1 1 05 10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA 
5 1 1 05 11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA 
5 1 1 05 12 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 
- LRA 
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5 1 1 05 13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang 
Burung Walet - LRA 
5 1 1 05 14 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA 
5 1 1 05 15 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA 
5 1 1 05 16 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA 
      
5 1 1 06  Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 
5 1 1 06 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan 
Kesehatan - LRA 
5 1 1 06 02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA 
 
5 
 
1 
 
1 
 
06 
 
03 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil - LRA 
5 1 1 06 04 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA 
5 1 1 06 05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA 
5 1 1 06 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan 
Pasar - LRA 
5 1 1 06 07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA 
5 1 1 06 08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA 
5 1 1 06 09 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA 
5 1 1 06 10 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA 
5 1 1 06 11 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA 
5 1 1 06 12 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA 
5 1 1 06 13 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA 
5 1 1 06 14 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian 
Menara Telekomunikasi - LRA 
5 1 1 06 15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 
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5 1 1 06 16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir 
dan/ atau Pertokoan - LRA 
5 1 1 06 17 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA 
5 1 1 06 18 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA 
5 1 1 06 19 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA 
5 1 1 06 20 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat 
Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA 
5 1 1 06 21 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA 
5 1 1 06 22 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA 
5 1 1 06 23 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA 
5 1 1 06 24 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 
Penyeberangan Air - LRA 
5 1 1 06 25 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA 
5 1 1 06 26 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA 
5 1 1 06 27 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA 
5 1 1 06 28 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan 
- LRA 
5 1 1 06 29 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA 
5 1 1 06 30 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan 
- LRA 
5 1 1 06 31 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LRA 
5 1 1 06 32 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan 
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA 
      
5 1 1 07  Uang Lembur 
5 1 1 07 01 Uang  Lembur PNS 
5 1 1 07 02 Uang  Lembur  Non PNS 
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2 B B 2 06 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor 
Beroda Tiga 
      
5 2 2 05  Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 
5 2 2 05 01 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor 
Angkutan  Barang 
5 2 2 05 02 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 
      
5 2 2 06  Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung 
Bermotor 
5 2 2 06 01 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang 
5 2 2 06 02 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang 
5 2 2 06 03 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 
      
5 2 2 07  Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor 
5 2 2 07 01 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang 
5 2 2 07 02 
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak 
Bermotor Penumpang 
5 2 2 07 03 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus 
      
5 2 2 08  Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara 
5 2 2 08 01 Belanja modal Pengadaan Pesawat Terbang 
5 2 2 08 02 Dst....... 
      
5 2 2 09  Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 
5 2 2 09 01 Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi 
5 2 2 09 02 
Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam 
yang Berpindah 
5 2 2 09 03 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 
5 2 2 09 04 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service 
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5 2 2 09 05 Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat 
Bermesin 
5 2 2 09 06 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu 
5 2 2 09 07 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus 
5 2 2 09 08 Belanja modal Pengadaan Peralatan Las 
5 2 2 09 09 Belanja modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es 
5 2 2 09 10 Dst....... 
      
5 2 2 10  Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 
5 2 2 10 01 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi 
Logam 
5 2 2 10 02 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 
5 2 2 10 03 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service 
5 2 2 10 04 Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat 
5 2 2 10 05 Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) 
5 2 2 10 06 Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) 
5 2 2 10 07 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 
5 2 2 10 08 Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi 
5 2 2 10 09 Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu 
5 2 2 10 10 Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit 
5 2 2 10 11 Belanja modal PengadaanPeralatan Ukur, Gip & Feting 
5 2 2 10 12 Dst....... 
      
5 2 2 11  Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 
5 2 2 11 01 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal 
5 2 2 11 02 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia 
5 2 2 11 03 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian 
5 2 2 11 04 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain 
5 2 2 11 05 Belanja modal Pengadaan Alat Calibrasi 
5 2 2 11 06 Belanja modal Pengadaan Oscilloscope 
5 2 2 11 07 Belanja modal Pengadaan Universal Tester 
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BAB IX 
AKUNTANSI  PEMBIAYAAN 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur 
perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- 
undangan. 
Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, 
pengukuran dan pengungkapan pembiayaan. 
 
Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun 
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, oleh entitas 
pelaporan. 
Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, 
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk 
perusahaan daerah. 
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DEFINISI 
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan 
pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran,  yang  
perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang 
akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah 
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan 
surplus anggaran. 
Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah 
antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana 
cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan 
aset daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanen lainnya. 
Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah 
antara lain pembayaran utang pokok, pengisian dana cadangan, 
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi) 
oleh pemerintah daerah. 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
akuntansi dengan pengertian: 
Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan 
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu 
entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan 
pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara 
penerimaan dan pengeluaran. 
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau 
dibayarkan. 
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah. 
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang  daerah  yang  ditentukan  oleh  gubernur/bupati/walikota  untuk 
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menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan 
belanja selama satu periode pelaporan. 
 
KLASIFIKASI PEMBIAYAAN 
Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan 
pusat pertanggungjawaban, terdiri atas : 
(a) Penerimaan Pembiayaan Daerah; 
(b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas 
Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan 
obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, 
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, 
penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran 
Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas 
lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok 
pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana 
cadangan. 
Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang 
bersangkutan. 
Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang 
bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan 
di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil 
tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli 
daerah lainnya. 
Adapun Kode Akun untuk Pembiayaan berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang tercantum dalam 
Bagan Akun Standar (BAS) sebagai berikut : 
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7     PEMBIAYAAN 
7 1    PENERIMAAN  PEMBIAYAAN 
7 1 1   Penggunaan SiLPA 
7 1 1 01  Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 
7 1 1 01 01 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 
      
7 1 2   Pencairan Dana Cadangan 
7 1 2 01  Pencairan Dana Cadangan 
7 1 2 01 01 Pencairan Dana Cadangan ............ 
7 1 2 01 02 Dst ........... 
      
7 1 3   Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
7 1 3 01  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
7 1 3 01 01 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN 
7 1 3 01 02 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD 
7 1 3 01 03 
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
pada perusahaan milik swasta 
      
7 1 4   Pinjaman Dalam Negeri 
7 1 4 01  Pinjaman Dalam Negeri dari Bank 
7 1 4 01 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ............ 
7 1 4 01 02 Dst ............ 
      
7 1 4 02  Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan 
Bank 
7 1 4 02 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 
      
7 1 4 03  Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah 
7 1 4 03 01 Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah 
      
7 1 4 04  Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat 
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7 1 4 04 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat 
      
7 1 4 05  Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya 
7 1 4 05 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya 
      
7 1 4 06  Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/ Kota 
7 1 4 06 01 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/ Kota 
      
7 1 5   Penerimaan Kembali Piutang 
7 1 5 01  Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara 
7 1 5 01 01 
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan 
Negara 
      
7 1 5 02  Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah 
7 1 5 02 01 
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan 
Daerah 
      
7 1 5 03  Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat 
7 1 5 03 01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat 
      
7 1 5 04  Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
7 1 5 04 01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
      
7 1 5 05  Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 
7 1 5 05 01 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya 
      
7 1 6   Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 
7 1 6 01  Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan 
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7 1 6 01 01 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek 
Pembangunan 
      
7 1 6 02  Penarikan Dana Bergulir 
7 1 6 02 01 Penarikan Dana Bergulir 
      
7 1 6 03  Pencairan Deposito Jangka Panjang 
7 1 6 03 01 Pencairan Deposito Jangka Panjang 
      
7 1 6 04  Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 
7 1 6 04 01 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 
      
7 1 7   Pinjaman Luar Negeri 
7 1 7 01  Pinjaman Luar Negeri 
7 1 7 01 01 Pinjaman Luar Negeri 
      
7 1 8   Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya 
7 1 8 01  Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya 
7 1 8 01 01 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya 
      
7 2    PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
      
7 2 1   Pembentukan Dana Cadangan 
      
7 2 1 01  Pembentukan Dana Cadangan 
7 2 1 01 01 Pembentukan Dana Cadangan 
      
7 2 2   Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 
7 2 2 01  Penyertaan Modal pada BUMN 
7 2 2 01 01 Penyertaan Modal pada BUMN 
      
7 2 2 02  Penyertaan Modal pada BUMD 
7 2 2 02 01 Penyertaan Modal pada BUMD 
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7 2 2 03  Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta 
7 2 2 03 01 Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta 
      
7 2 3   Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 
7 2 3 01  Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank 
7 2 3 01 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank 
      
7 2 3 02  Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan  Bukan Bank 
7 2 3 02 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan  Bukan Bank 
      
7 2 3 03  Pelunasan Obligasi Daerah 
7 2 3 03 01 Pelunasan Obligasi Daerah 
      
7 2 3 04  Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 
7 2 3 04 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 
      
7 2 3 05  Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya 
7 2 3 05 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya 
      
7 2 3 06  Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 
7 2 3 06 01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 
      
7 2 4   Pemberian Pinjaman Daerah 
7 2 4 01  Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara 
7 2 4 01 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara 
      
7 2 4 02  Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah 
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7 2 4 02 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan 
Daerah 
      
7 2 4 03  Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 
7 2 4 03 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat 
      
7 2 4 04  Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
7 2 4 04 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
      
7 2 5   Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya 
7 2 5 01  Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan 
7 2 5 01 01 Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan 
      
7 2 5 02  Pembentukan Dana Bergulir 
7 2 5 02 01 Pembentukan Dana Bergulir 
      
7 2 5 03  Pembentukan Deposito Jangka Panjang 
7 2 5 03 01 Pembentukan Deposito Jangka Panjang 
      
7 2 5 04  Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya 
7 2 5 04 01 Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya 
      
7 2 6   Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 
7 2 6 01  Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 
7 2 6 01 01 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 
      
7 2 7   Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 
7 2 7 01  Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 
7 2 7 01 01 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya 
 
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
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PENGAKUAN 
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening 
Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. 
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari 
Rekening Kas Umum Daerah. 
 
PENGUKURAN 
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas 
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas 
bruto. 
 
AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO 
Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan 
setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran 
tertentu. 
Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos 
Pembiayaan Neto. 
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang 
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode 
pelaporan. 
Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, 
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode 
pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA. 
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan 
dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 
 
PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR 
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BAB X 
KOREKSI KESALAHAN, 
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, 
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, 
DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi 
atas koreksi kesalahan dan pelaporan keuangan, perubahan kebijakan 
akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak 
dilanjutkan. 
 
Ruang Lingkup 
Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas 
harus menerapkan Kebijakan Akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh 
kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi 
akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan 
Atas Laporan Keuangan. 
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Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas 
akuntansi dalam menyusun laporan keuangan semua entitas akuntansi, 
termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah Pemerintah 
Daerah. 
 
DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
dengan pengertian: 
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- 
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. 
Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai 
dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode 
berjalan atau periode sebelumnya. 
Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang 
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 
seharusnya. 
Operasi tidak dilanjut adalah penghentian suatu misi atau tupoksi 
tertentu yang berakibat pelepasan atau pengehentian suatu fungsi, 
program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat 
dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain. 
Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka 
laporan keuangan. 
 
KOREKSI KESALAHAN 
Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau 
beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode 
berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan 
penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan 
perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan 
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akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. 
Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh 
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya 
sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. 
Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang 
berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan 
menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi 
yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan 
pada catatan atas laporan keuangan. 
Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) 
jenis: 
(a) Kesalahan yang tidak berulang; 
(b) Kesalahan yang berulang dan sistemik. 
Kesalahan  yang  tidak  berulang  adalah  kesalahan  yang diharapkan 
tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 
(a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; 
(b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
sebelumnya. 
Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang 
disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu 
yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan 
pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan 
restitusi atau tambahan pembayaran dan wajib pajak. 
Setiap kesalahan harus koreksi segera setelah diketahui. 
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, 
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam 
periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, 
maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- 
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan 
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- 
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LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga 
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang 
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, 
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan 
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal 
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada 
akun Saldo Anggaran Lebih. 
Contoh koreksi kesalahan belanja: 
(a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai 
tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi 
menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA. 
(b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang 
menghasilkan aset,yaitu belanja modal yang di mark-up dan 
setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja  tersebut  
harus dikembalikan, koreksi dengan menambah saldo kas dan 
menambah akun pendapatan lain-lain-LRA. 
(c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja 
pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi 
akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. 
(d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang 
menghasilkan aset,yaitu belanja modal tahun lalu yang belum 
dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih 
dan mengurangi saldo kas. 
 
Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang 
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun 
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut 
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan 
akun aset yang bersangkutan. 
Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas: 
(a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu 
pengadaan  aset  tetap  yang  di  mark-up  dan  setelah dilakukan 
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pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, 
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun 
terkait dalam pos aset tetap. 
(b) yang mengurangi saldo kas tekait perolehan aset selain kas  
yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu yang belum dilaporkan, 
dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap 
dan mengurangi saldo kas. 
Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga 
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode 
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi 
secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 
pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban 
dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. 
Contoh koreksi kesalahan beban: 
(a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai 
tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi 
dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- 
lain-LO. 
(b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban 
pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan 
mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas. 
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah 
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 
kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 
Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA: 
(a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba 
perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi 
dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran 
Lebih. 
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(b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana 
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, 
dikoreksi dengan: 
(1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi 
akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. 
(2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan 
menambah Saldo Anggaran Lebih. 
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah 
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 
kas dan akun ekuitas. 
Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO: 
(a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba 
perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi 
dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas. 
(b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana 
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat 
dikoreksi oleh : 
(1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi 
akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. 
(2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan 
menambah ekuitas. 
Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 
yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan 
periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada 
akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 
Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan: 
(a) Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Pusat menerima 
setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun 
lalu dari Pemda A, dikoreksi oleh Pemerintah pusat dengan 
menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih. 
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(b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu 
pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok 
pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi 
akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. 
Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan: 
(a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu 
angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian 
pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas 
dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih. 
(b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu 
angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan 
mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran 
Lebih. 
Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban 
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun 
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut 
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan 
akun kewajiban bersangkutan 
Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban: 
(a) yang menambah saldo kas yaitu  adanya  penerimaan  kas  
karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu 
kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah 
akun kewajiban terkait. 
(b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu 
angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu 
dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan 
mengurangi saldo kas. 
Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah 
ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah. 
Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,14,16,dan 
20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja 
entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan. 
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Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada  paragraf   13,18,dan 
22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang 
bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan. 
Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode 
sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun 
setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan 
dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periodekesalahan 
ditemukan. 
Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana 
disebutkan pada paragraf 32 adalah pengeluaran untuk pembelian 
peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, 
irigasi, danjaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan 
mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan 
dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi. 
Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud 
padaparagraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat 
terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan 
dengan  mengurangi  pendapatan-LRA  maupun  pendapatan-LO    yang 
bersangkutan. 
Koreksi kesalahan yang berhubungan  dengan  periode-periode 
yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun 
berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. 
Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
 
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 
Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu 
entitas pelaporan dan waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan 
arah (trend)posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, 
kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten 
pada setiap periode. 
Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi 
sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria    kapitalisasi, 
140  
metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. 
Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila 
penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh 
peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang 
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan 
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 
atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan 
keuangan entitas. 
Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai 
berikut: 
(a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian 
yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian 
sebelumnya; dan 
(b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau 
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. 
Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu 
perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut 
harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang telah 
menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. 
Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan 
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
 
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 
Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi 
akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan 
penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. 
Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan 
pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode 
selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi 
masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan 
tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. 
141  
Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yangakan 
datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila 
tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan 
pengaruh perubahan itu. 
 
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 
Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan 
oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek,atau kantor 
terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. 
Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya 
hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal 
efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan bebantahun 
berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak 
sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait 
pada penghentian apabila ada-- harus diungkapkan pada Catatan atas 
Laporan Keuangan. 
Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatusegmen 
yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun 
berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang 
dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. 
Pendapatan dan beban operasi  yang  dihentikan  pada  suatu 
tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah- 
olahoperasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada 
umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal 
penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, 
penjualan, hibah dan lain-lain. 
Bukan merupakan penghentian operasi apabila: 
(a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara 
evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand 
(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian 
kebutuhan lain. 
(b) Fungsi tersebut tetap ada. 
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(c) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, 
selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, 
kegiatan ke wilayah lain. 
(d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, 
menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu 
operasi tersebut. 
 
TANGGAL EFEKTIF 
Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk 
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten mulai tahun Anggaran 2015. 
 
 
Gubernur/Walikota/Bupati, 
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BAB XI 
LAPORAN  KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur penyusunan 
laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam 
rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 
financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan 
keuangan dimaksud. Dalam Kebijakan Akuntansi ini, yang dimaksud 
dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan 
untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan 
termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Ruang Lingkup 
Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit Pemerintahan 
Daerah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara 
terkonsolidasi  menurut    Kebijakan  Akuntansi  ini  agar mencerminkan 
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satu kesatuan entitas. 
Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah sebagai 
entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi 
termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah. 
Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur: 
(a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah; 
(b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi; 
(c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venture); 
dan 
(d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. 
 
DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
dengan pengertian: 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 
Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ 
pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 
akuntansi dan menyusun laporsn keuangan untuk digabungkan pada 
entitas pelaporan. 
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- 
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan. 
Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang 
diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi 
yang  berada  di  bawahnya,  dengan  mengeliminasi  akun-akun timbal 
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balik agar dapat disajlkan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. 
Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi 
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal. 
 
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, 
Laporan Perubahan ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada 
paragraf 6, disajikan oleh entitas pelaporan kecuali : 
(a) Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan 
oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; 
(b) Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih 
yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat. 
Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan 
yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan 
berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. 
Pemerintah Daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian 
dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada DPRD. 
Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi 
akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila 
eliminasi dimaksud belumdimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
Contoh akun timbal balik (reciprocal accounts)  antara  lain  sisa  
uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara 
pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi. 
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ENTITAS PELAPORAN 
Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang- 
undangan, yang umumnya bercirikan: 
(a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau 
mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran; 
(b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang- 
undangan; 
(c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang 
diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh 
rakyat; dan 
(d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung 
maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang 
menyetujui anggaran. 
 
ENTITAS AKUNTANSI 
Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi 
menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan 
sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan 
kepada entitas pelaporan. 
Setiap unit Pemerintahan  Daerah  yang  menerima  anggaran  
belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib 
menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan 
keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan 
tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang 
lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas 
pelaporan. 
Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai 
pengaruh signifikan dalam pencapaian program Pemerintah Daerah dapat 
ditetapkan sebagai entitas pelaporan. 
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BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan 
umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat 
yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak 
berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, 
dan otorita. 
Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) BLUD 
adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan 
pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. 
Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan 
berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang 
dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan. 
Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang 
secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan 
keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan 
standar akuantansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya. 
 
PROSEDUR KONSOLIDASI 
Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini 
dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun 
yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan 
lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. 
Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan 
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara 
organisatoris berada di bawahnya. 
 
PENGUNGKAPAN 
Dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama- 
nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status 
masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. 
Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik 
sebagaimana disebut pada paragraf 10, maka perlu diungkapkan    nama- 
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nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula 
alasan belum dilaksanakannya eliminasi. 
 
TANGGAL EFEKTIF 
Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk 
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten mulai tahun Anggaran 2015. 
 
 
Gubernur/Walikota/Bupati, 
 
 
 
153  
 
 
 
 
BAB XII 
LAPORAN OPERASIONAL 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan 
dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam 
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang 
kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, 
beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. 
 
Ruang Lingkup 
Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan 
Operasional. 
Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas  pelaporan  
dan entitas akuntansi pemerintah daerah, dalam menyusun laporan 
operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/ 
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defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak 
termasuk perusahaan daerah. 
 
MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL 
Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh 
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan 
dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu 
entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode 
sebelumnya. 
Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam 
mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit 
atau seluruh entitas pemerintah daerah, sehingga Laporan Operasional 
menyediakan informasi: 
(a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh 
pemerintah untuk  menjalankan pelayanan; 
(b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna 
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal 
efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan 
sumber daya ekonomi; 
(c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan 
diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam 
periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara 
komparatif;dan 
(d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan 
peningkatan ekuitas (bila surplus operasional). 
Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan  dari  
siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga 
penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca 
mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
akuntansi dengan pengertian: 
Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan 
penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi 
atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan 
kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 
Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan 
uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan 
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 
Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada 
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. 
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ 
pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 
entitas pelaporan. 
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- 
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan. 
Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/ 
barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, 
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan 
tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. 
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Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 
dan tidak perlu dibayar kembali. 
Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang 
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi 
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar 
kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 
Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ 
lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi  
agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh 
masyarakat. 
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang 
antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode 
pelaporan. 
Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban 
selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit 
dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. 
Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset 
dengan harga jual aset. 
 
PERIODE PELAPORAN 
Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam 
setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas 
berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu 
periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan 
informasi sebagai berikut: 
(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 
(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan 
Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat 
diperbandingkan. 
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Manfaat Laporan Operasional  berkurang  jika  laporan  tersebut 
tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas 
operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas 
ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan 
tepat waktu. 
 
STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL 
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, 
beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non 
operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan 
surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara 
komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan 
dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal 
dan moneter, serta dafiar-dafiar yang merinci lebih lanjut angka-angka 
yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 
Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, 
jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi 
berikut: 
(a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; 
(b) cakupan entitas pelaporan; 
(c) periode yang dicakup; 
(d) mata uang pelaporan; 
(e) satuan angka yang digunakan. 
Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut: 
(a) Pendapatan-LO; 
(b) Beban; 
(c) Surplus/Defisit dari operasi; 
(d) Kegiatan non operasional; 
(e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa; 
(f) Pos Luar Biasa; 
(g) Surplus/Defisit-LO. 
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Adapun Kode Akun untuk Beban berdasarkan Peraturan Dalam 
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang tercantum dalam 
Bagan Akun Standar (BAS) adalah sebagai berikut : 
 
Kode Akun Uraian Akun 
8     PENDAPATAN - LO 
8 1    PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 
      
8 1 1   Pendapatan Pajak Daerah - LO 
8 1 1 01  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO 
8 1 1 01 01 PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO 
8 1 1 01 02 PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO 
8 1 1 01 03 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO 
8 1 1 01 04 PKB - Mobil Bus - Microbus - LO 
8 1 1 01 05 PKB - Mobil Bus - Bus - LO 
8 1 1 01 06 PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO 
8 1 1 01 07 PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO 
8 1 1 01 08 PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO 
8 1 1 01 09 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO 
8 1 1 01 10 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO 
8 1 1 01 11 PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO 
8 1 1 01 12 Dst .......... 
      
8 1 1 02  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO 
8 1 1 02 01 BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO 
8 1 1 02 02 BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO 
8 1 1 02 03 BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO 
8 1 1 02 04 BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO 
8 1 1 02 05 BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO 
8 1 1 02 06 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO 
8 1 1 02 07 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO 
8 1 1 02 08 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO 
8 1 1 02 09 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO 
8 1 1 02 10 BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO 
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Kode Akun Uraian Akun 
8 1 1 02 11 BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO 
8 1 1 02 12 Dst............. 
      
8 1 1 03  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO 
8 1 1 03 01 Pajak Bahan Bakar Premium - LO 
8 1 1 03 02 Pajak Bahan Bakar Pertamax - LO 
8 1 1 03 03 Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LO 
8 1 1 03 04 Pajak Bahan Bakar Solar - LO 
8 1 1 03 05 Pajak Bahan Bakar Gas - LO 
8 1 1 03 06 Dst .............. 
      
8 1 1 04  Pajak Air Permukaan - LO 
8 1 1 04 01 Pajak Air Permukaan - LO 
      
8 1 1 05  Pajak Rokok - LO 
8 1 1 05 01 Pajak Rokok - LO 
      
8 1 1 06  Pajak Hotel - LO 
8 1 1 06 01 Hotel - LO 
8 1 1 06 02 Motel - LO 
8 1 1 06 03 Losmen - LO 
8 1 1 06 04 Gubuk Pariwisata - LO 
8 1 1 06 05 Wisma Pariwisata - LO 
8 1 1 06 06 Pesanggrahan - LO 
8 1 1 06 07 Rumah Penginapan dan sejenisnya - LO 
8 1 1 06 08 Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LO 
8 1 1 06 09 Dst….. 
      
8 1 1 07  Pajak Restoran - LO 
8 1 1 07 01 Restoran - LO 
8 1 1 07 02 Rumah Makan - LO 
8 1 1 07 03 Kafetaria - LO 
8 1 1 07 04 Kantin - LO 
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Kode Akun Uraian Akun 
8 1 1 07 05 Warung - LO 
8 1 1 07 06 Bar - LO 
8 1 1 07 07 Jasa Boga/ Katering - LO 
8 1 1 07 08 Dst….. 
      
8 1 1 08  Pajak Hiburan - LO 
8 1 1 08 01 Tontonan Film/Bioskop - LO 
8 1 1 08 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO 
8 1 1 08 03 Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LO 
8 1 1 08 04 Pameran - LO 
8 1 1 08 05 Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya - LO 
8 1 1 08 06 Sirkus/Akrobat/Sulap - LO 
8 1 1 08 07 Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO 
8 1 1 08 08 
Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan 
- LO 
8 1 1 08 09 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO 
8 1 1 08 10 Pertandingan Olahraga - LO 
8 1 1 08 11 Dst….. 
      
8 1 1 09  Pajak Reklame - LO 
8 1 1 09 01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO 
8 1 1 09 02 Pajak Reklame Kain - LO 
8 1 1 09 03 Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO 
8 1 1 09 04 Pajak Reklame Selebaran - LO 
8 1 1 09 05 Pajak Reklame Berjalan - LO 
8 1 1 09 06 Pajak Reklame Udara - LO 
8 1 1 09 07 Pajak Reklame Apung - LO 
8 1 1 09 08 Pajak Reklame Suara - LO 
8 1 1 09 09 Pajak Reklame Film/Slide - LO 
8 1 1 09 10 Pajak Reklame Peragaan - LO 
8 1 1 09 11 Dst….. 
      
8 1 1 10  Pajak Penerangan Jalan - LO 
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Kode Akun Uraian Akun 
8 1 1 10 01 Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LO 
8 1 1 10 02 Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LO 
      
8 1 1 11  Pajak Parkir - LO 
8 1 1 11 01 Pajak Parkir - LO 
      
8 1 1 12  Pajak Air Tanah - LO 
8 1 1 12 01 Pajak Air Tanah - LO 
      
8 1 1 13  Pajak Sarang Burung Walet - LO 
8 1 1 13 01 Pajak Sarang Burung Walet - LO 
      
8 1 1 14  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO 
8 1 1 14 01 Asbes - LO 
8 1 1 14 02 Batu Tulis - LO 
8 1 1 14 03 Batu setengah permata - LO 
8 1 1 14 04 Batu Kapur - LO 
8 1 1 14 05 Batu Apung - LO 
8 1 1 14 06 Batu Permata - LO 
8 1 1 14 07 Bentonit - LO 
8 1 1 14 08 Dolomit - LO 
8 1 1 14 09 Feldspar - LO 
8 1 1 14 10 Garam Batu (Halite) - LO 
8 1 1 14 11 Grafit - LO 
8 1 1 14 12 Granit/Andesit - LO 
8 1 1 14 13 Gips - LO 
8 1 1 14 14 Kalsit - LO 
8 1 1 14 15 Kaolin - LO 
8 1 1 14 16 Leusit - LO 
8 1 1 14 17 Magnesit - LO 
8 1 1 14 18 Mika - LO 
8 1 1 14 19 Marmer - LO 
8 1 1 14 20 Nitrat - LO 
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Kode Akun Uraian Akun 
8 4 3   Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 
8 4 3 01  Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 
8 4 3 01 01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 
8 4 3 01 02 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO 
8 4 3 01 03 Dst .......................... 
      
8 5    PENDAPATAN LUAR BIASA - LO 
8 5 1   Pendapatan Luar Biasa - LO 
8 5 1 01  Pendapatan Pos Luar Biasa - LO 
8 5 1 01 01 Pendapatan Pos Luar Biasa - LO 
 
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
 
Kode Akun untuk pos Beban-LO ditunjukkan pada Bagan Akun 
Standar (BAS) dalam Kebijakan Akuntansi Nomor 18 mengenai Beban. 
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU 
DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan 
menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan 
disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 
Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut 
klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan 
klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan 
yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun 
klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi 
yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis. 
 
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL 
Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara 
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. 
Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara 
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. 
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Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu 
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan 
Operasional. 
 
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 
Pendapatan danbeban yang sifatnya tidak rutin perludikelompokkan 
tersendiri dalam kegiatan non operasional. 
Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional 
antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit 
penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan 
non operasional lainnya. 
Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional 
dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/ 
defisit sebelum pos luar biasa. 
 
POS LUAR BIASA 
Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam 
Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos 
Luar Biasa. 
Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai 
karakteristik sebagai berikut: 
(a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun 
anggaran; 
(b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan 
(c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah. 
Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
 
SURPLUS/DEFISIT-LO 
Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara 
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan 
kejadian luar biasa. 
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Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke 
Laporan Perubahan Ekuitas. 
 
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata 
uang rupiah. 
Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan 
yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang 
asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang 
rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 
Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang 
digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan 
rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam 
rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan 
untuk memperoleh valuta asing tersebut. 
Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang 
digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli 
dengan mata uang asing lainnya, maka: 
a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya 
dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi 
b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat 
dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada 
tanggal transaksi. 
 
TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/ 
JASA 
Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa 
harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir 
nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, 
transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada 
Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua 
informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. 
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Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara 
lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi. 
Format Laporan Operasional (LO) Pemerintah Daerah : 
 
PEMERINTAH DAERAH 
LAPORAN OPERASIONAL 
Per 31 Desember Tahun n-1 dan Tahun n-2 
 
No Uraian Tahun n-1 
Tahun 
n-2 
Kenaikan/ 
Penurunan (%) 
1 2 3  4 5 
      
 KEGIATAN OPERASIONAL     
1 PENDAPATAN     
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH     
3 Pendapatan Pajak Daerah     
4 Pendapatan Retribusi Daerah     
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
    
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
    
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 
    
8      
9 PENDAPATAN TRANSFER     
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 
    
10 Dana Bagi Hasil Pajak     
11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam     
12 Dana Alokasi Umum     
13 Dana Alokasi Khusus     
14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d14) 
    
      
15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA 
    
16 Dana Otonomi Khusus     
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No Uraian Tahun 
n-1 
Tahun 
n-2 
Kenaikan/ 
Penurunan 
(%) 
1 2 3  4 5 
17 Dana Penyesuaian     
18 Jumlah Pendapatan Transfer 
Lainnya (18 s/d 19) 
    
      
19 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI     
20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak     
21 Pendapatan Bagi Hasil lainnya     
22 Jumlah Pendapatan Transfer 
Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 
    
 Jumlah Pendapatan Transfer 
(15+20+25) 
    
      
23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH     
24 Pendapatan Hibah     
25 Pendapatan Dana Darurat     
 Pendapatan lainnya     
 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang 
sah (29 s/d 31) 
    
 JUMLAH PENDAPATAN (7 +26+32)     
      
 BEBAN     
 Beban Pegawai     
 Beban Persediaan     
 Beban Jasa     
 Beban Pemeliharaan     
 Beban Perjalanan Dinas     
 Beban Bunga     
 Beban Subsidi     
 Beban Hibah     
 Beban Bantuan Sosial     
 Beban Penyusutan     
 Beban Transfer     
 Beban Lain-lain     
 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)     
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No Uraian Tahun 
n-1 
Tahun 
n-2 
Kenaikan/ 
Penurunan 
(%) 
1 2 3  4 5 
 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 
(33-48) 
    
      
 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN 
NON OPERASIONAL 
    
 Surplus Penjualan Aset Nonlancar     
 Surplus Penyelesaian Kewajiban 
Jangka Panjang 
    
 Defisit Penjualan Aset Nonlancar     
 Defisit Penyelesaian Kewajiban 
Jangka Panjang 
    
 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non 
operasional Lainnya 
    
 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI 
KEGIATAN NON OPERASIONAL 
(53 s/d 57) 
    
 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS 
LUAR BIASA (50+58) 
    
      
 POS LUAR BIASA     
 Pendapatan Luar Biasa     
 Beban Luar Biasa     
 POS LUAR BIASA (62-63)     
 SURPLUS/DEFISIT-LO (59+64)     
      
      
168  
TANGGAL EFEKTIF 
Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk 
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten mulai tahun Anggaran 2015. 
 
 
Gubernur/Walikota/Bupati, 
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BAB XIII 
AKUNTANSI PENYUSUTAN 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan 
akuntansi untuk penyusutan serta informasi lainnya yang dianggap perlu 
disajikan dalam laporan keuangan. 
 
Ruang Lingkup 
Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk unit Pemerintahan Daerah 
yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur 
tentang perlakuan akuntansinya. 
Kebijakan Akuntansi ini mengatur Perlakuan akuntansi untuk 
penyusutan selama masa mamfaat aset. 
 
DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
akuntansi dengan pengertian: 
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Akuntansi Aset adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, 
pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam 
buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan aset 
dan neraca Pemerintah Daerah. 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 
dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam 
satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan 
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber 
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 
digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum. 
Masa manfaat adalah: 
(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas 
pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau 
(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari 
aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap 
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa mamfaat aset 
yang bersangkutan. 
Penyusutan setahun adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) dari tanggal 1 Januari 
sampai dengan 31 Desember. 
Penyusutan semesteran pertama adalah alokasi yang sistematis atas 
nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) dari 
tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 
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Penyusutan semesteran kedua adalah alokasi yang sistematis atas nilai 
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) dari tanggal 
1 Juli sampai dengan 31 Desember 
 
UMUM 
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai 
pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan 
dalam laporan operasional. 
Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai  metode  
yang sistematis sesuai dengan  masa  manfaat.  Metode  penyusutan  
yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau 
kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. 
Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara 
periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, 
penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan 
penyesuaian. 
Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. 
 
METODE PENYUSUTAN 
Metode penyusutan aset tetap yang digunakan oleh Pemerintah 
Daerah adalah Metode garis lurus (straight line method). 
Rumusan perhitungan metode garis lurus adalah sebagai berikut: 
 
 
Penyusutan per periode = 
Nilai yang dapat disusutkan 
Masa manfaat/Sisa Masa manfaat 
 
Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai harga perolehan aset 
tersebut ketika tidak terjadi rehabilitasi. 
Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai buku asset tersebut 
ditambahakandengan nilai rehabilitasi asset (apabila terjadi rehabilitasi) 
Masa manfaat adalah masa manfaat asset tetap tersebut yang 
mana tidak mengalami rehabilitasi (lihat tabel masa maafaat). 
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Sisa masa manfaat adalah masa manfaat asset tetap setelah 
dikurangi dengan masa manfaat yang telah digunakan (disusutkan) 
Dalam hal pemerintah daerah menggunakan Metode garis lurus 
(straight line method) maka masa manfaat asset tetap diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
 
TABEL MASA MANFAAT 
 
KELOMPOK URAIAN 
MASA 
MANFAAT 
ALAT BESAR   
 ALAT BESAR DARAT : 
1. Traktor 
2. Grader 
3. Excavator 
4. Pile Driver 
5. Hauter 
6. Asphal Equipment 
7. Compacting Equipment 
8. Aggragate & Concrete Equipment 
9. Loader 
10. Alat Pengangkat 
11. Mesin Proses 
 
 
 
 
 
10 TAHUN 
 ALAT BESAR APUNG : 
1. Dredger 
2. Floating excavator 
3. Amphibi Dredger 
4. Kapal Tarik 
5. Mesin Proses Agung 
 
 
8 TAHUN 
 ALAT BANTU : 
1. Alat Penarik 
2. Freeder 
3. Compressor 
4. Electric Generating Set 
5. Pompa 
6. Mesin Bor 
7. Unit Pemeliharaan Lapangan 
8. Alat Pengolahan Air Kotor 
9. Pembangkit Uap Air Panas/Sistem 
Generator 
 
 
 
 
7 TAHUN 
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KELOMPOK URAIAN 
MASA 
MANFAAT 
ALAT ANGKUTAN   
 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR : 
A. Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua, 
Roda Tiga, Dll : 
1. Kendaraan Bermotor Roda Dua 
2. Kendaraan Bermotor Roda Tiga 
B. Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 
Empat, Roda Enam, Roda Sepuluh, Dll: 
1. Kendaraan Dinas Bermotor 
Perorangan 
2. Kendaraan Bermotor Penumpang 
3. Kendaraan Bermotor Angkutan 
Barang 
4. Kendaraan Bermotor Khusus 
 
 
 
 
 
7 TAHUN 
 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR : 
1. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 
2. Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 
 
2 TAHUN 
 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR : 
A. Alat Angkut Apung Bermotor yang 
Mempunyai Berat Diatas 1000 DWT : 
1. Alat Angkut Bermotor untuk Barang 
2. Alat Angkut Bermotor Penumpang 
3. Alat Angkut Bermotor Khusus 
 
 
10 TAHUN 
 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR : 
A. Alat Angkut Apung Tak Bermotor yang 
Mempunyai Berat Diatas 1000 DWT : 
1. Alat Angkut Apung Tak Bermotor 
untuk Barang 
2. Alat Angkut Apung Tak Bermotor 
Penumpang 
3. Alat Angkut Apung Tak Bermotor 
Khusus 
 
 
 
 
3 TAHUN 
 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA : 
A. Alat Angkut Bermotor Udara yang 
Mempunyai Berat Diatas 1000 DWT : 
1. Kapal Terbang 
 
20 TAHUN 
ALAT BENGKEL 
DAN ALAT UKUR 
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KELOMPOK URAIAN 
MASA 
MANFAAT 
 ALAT BENGKEL BERMESIN : 
1. Perkakas Konstruksi Logam Terpasang 
Pada Pondasi 
2. Perkakas Konstruksi Lagam yang 
Berpindah 
3. Perkakas Bengkel Listrik 
4. Perkakas Bengkel Service 
5. Perkakas Pengangkat Bermesin 
6. Perkakas Bengkel Kayu 
7. Perkakas Bengkel Khusus 
8. Peralatan Las 
9. Perkakas Pabrik Es 
 
 
 
 
 
10 TAHUN 
 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN : 
1. Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 
2. Perkakas Bengkel Listrik 
3. Perkakas Bengkel Service 
4. Perkakas Pengangkat 
5. Perkakas Standar (Standar Tool) 
6. Perkakas Khusus ( Special Tool) 
7. Perkakas Bengkel Kerja 
8. Peralatan Tukang-Tukang Besi 
9. Peralatan Tukang Kayu 
10. Peralatan Tukang Kulit 
11. Peralatan Ukur, Gip & Feting 
 
 
 
 
 
5 TAHUN 
 ALAT UKUR : 
1. Alat Ukur Universal 
2. Alat Ukur/Test Intelegensia 
3. Alt Ukur/Test Alat Kepribadian 
4. Alat Ukur/Test Klinis Lain 
5. Alat Calibrasi 
6. Oscilloscope 
7. Universal Tester 
8. Alat Ukur/Pembanding 
9. Alat Ukur Lainnya 
10. Alat Timbangan/ Blora 
11. Anak Timbangan/ Biasa 
12. Takaran Kering 
13. Takaran Bahan Bangunan 2 HL 
14. Takaran Latex/ Getah Susu 
15. Gelas Takar Berbagai Kapasitas 
 
 
 
 
 
 
 
5 TAHUN 
ALAT PERTANIAN   
175  
KELOMPOK URAIAN 
MASA 
MANFAAT 
 ALAT PENGOLAHAN : 
1. Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 
2. Alat Panen/ Pengolahan 
3. Alat-alat Peternakan 
4. Alat Penyimpanan Hasil Percobaan 
Pertanian 
5. Alat Prosessing 
6. Alat Pasca Panen 
7. Alat Produksi Perikanan 
8. Alat Laboratorium Pertanian 
9. Alat Produksi Perikanan 
 
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ ALAT 
PENYIMPANAN : 
1. Alat Pemeliharaan Tanaman 
2. Alat Panen 
3. Alat Penyimpanan 
4. Alat Penangkap Ikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 TAHUN 
ALAT KANTOR 
DAN RUMAH 
TANGGA 
  
 ALAT KANTOR : 
1. Mesin Tik 
2. Mesin Hitung/ Jumlah 
3. Alat Reproduksi (Pengganda) 
4. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 
5. Alat Kantor Lainnya 
 
 
5 TAHUN 
 ALAT RUMAH TANGGA : 
1. Meubeleir 
2. Alat Pengukur Waktu 
3. Alat Pendingin 
4. Alat Dapur 
5. Alat Rumah Tangga Lainnya 
6. Alat Pemadam Kebakaran 
7. Alat Pembersih 
 
 
 
5 TAHUN 
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KELOMPOK URAIAN 
MASA 
MANFAAT 
ALAT STUDIO, 
KOMUNIKASI 
DAN PEMANCAR 
  
 ALAT STUDIO : 
1. Peralatan Studio Visual 
2. Peralatan Studio Video dan Film 
3. Peralatan Studio Video dan Film A 
4. Peralatan Cetak 
5. Peralatan Pemetaan Pengukur 
 
 
5 TAHUN 
 ALAT KOMUNIKASI : 
1. Alat Komunikasi Telepon 
2. Alat Komunikasi Radio SSB 
3. Alat Komunikasi Radio HF/FM 
4. Alat Komunikasi Radio VHF 
5. Alat Komunikasi Radio UHF 
6. Alat Komunikasi Sosial 
7. Alat-alat Sandi 
 
 
 
5 TAHUN 
 PERALATAN PEMANCAR : 
1. Peralatan Pemancar MF/MW 
2. Peralatan Pemancar HF/SW 
3. Peralatan Pemancar VHF/FM 
4. Peralatan Pemancar UHF 
5. Peralatan Pemancar SHF 
6. Peralatan Antena MF/MW 
7. Peralatan Antena HF/SW 
8. Peralatan Antena VHF/FM 
9. Peralatan Antena UHF 
10. Peralatan Antena SHF/Parabola 
11. Peralatan Translator VHF/VHF 
12. Peralatan Translator UHF/UHF 
13. Peralatan Translator VHF/UHF 
14. Peralatan Translator UHF/VHF 
15. Peralatan Microwave FPU 
16. Peralatan Microwave Teretrial 
17. Peralatan Microwave TVRO 
18. Peralatan Dummy Load 
19. Switcher Antena 
20. Switcher/ Menara Antena 
21. Feeder 
22. Humity Control 
23. Program Input Equipment 
24. Peralatan Antena Penerima VHF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 TAHUN 
 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI 15 TAHUN 
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KELOMPOK URAIAN 
MASA 
MANFAAT 
ALAT 
KEDOKTERAN 
DAN KESEHATAN 
  
 ALAT KEDOKTERAN : 
1. Alat Kedokteran Umum 
2. Alat Kedokteran Gigi 
3. Alat Kedokteran Keluarga Berencana 
4. Alat Kedokteran Mata 
5. Alat Kedokteran T.H.T 
6. Alat Farmasi 
7. Alat Kedokteran Bedah 
8. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit 
Kandungan 
9. Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 
10. Mortuary 
11. Alat Kesehatan Anak 
12. Poliklinik set 
13. Penderita Cacat Tubuh 
14. Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf) 
15. Alat Kedokteran Jantung 
16. Alat Kedokteran Radiologi 
17. Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 
18. Alat Kedokteran Gawat Darurat 
19. Alat Kedokteran Jiwa 
20. Alat Rontgen 
21. Alat Kedokteran Nuklir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 TAHUN 
 ALAT KESEHATAN UMUM : 
1. Alat Kesehatan Perawatan 
2. Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 
3. Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 
4. Alat Kesehatan Matra Laut 
5. Alat Kesehatan Matra Udara 
6. Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian 
7. Alat Kesehatan Olahraga 
 
 
 
5 TAHUN 
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KELOMPOK URAIAN 
MASA 
MANFAAT 
 INSTALASI PERTAHANAN 30 TAHUN 
 INSTALASI GAS 30 TAHUN 
 INSTALASI PENGAMAN 20 TAHUN 
 INSTALASI LAIN 5 TAHUN 
JARINGAN   
 JARINGAN AIR MINUM 30 TAHUN 
 JARINGAN LISTRIK 40 TAHUN 
 JARINGAN TELEPON 20 TAHUN 
 JARINGAN GAS 30 TAHUN 
BARANG 
BERCORAK 
KESENIAN 
  
 BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN : 
1. Pahatan 
2. Lukisan 
3. Alat Kesenian 
4. Alat Olahraga 
5. Tanda Penghargaan 
6. Market dan Photo Dokumen 
7. Benda-benda Bersejarah 
8. Barang Kerajinan 
 
 
 
 
4 TAHUN 
 
Sumber : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 59/KMK.6/2013 
 
Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. 
Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok 
aset sekaligus. 
Aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan 
secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut: 
(a) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan 
mempunyai masa manfaat yang sama; 
(b) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain 
(peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan 
film sinar X, dan lain-lain); 
(c) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya 
merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin   cetak 
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digital, komputer, dan perangkat lunaknya); 
(d) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset 
lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, 
berbagai asset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik 
dan konteks pemanfaatnnya (misalnya peralatan bedah). 
Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap 
dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. 
Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan 
menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas dana 
dalam akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Neraca menyajikan 
Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai 
buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat 
diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. 
Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten mulai melakukan penyusutan 
atas aktiva tetap pada saat penyusunan laporan keuangan tahun 
anggaran 2015. 
Untuk perolehan aktiva tetap sampai dengan 31 Desember 2014 
disusutkan pertahun. 
Untuk perolehan aktiva tetap tahun 2015 keatas akan disusutkan per 
semester. 
Untuk perolehan aktiva tetap Tahun 2015 untuk perhitungan 
penyusutan yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 disusutkan pada 
bulan berjalan, sedangkan untuk perolehan aktiva tetap pada tanggal 16 
sampai dengan tanggal 31 disusutkan pada bulan berikutnya. 
Beban penyusutan akan diperhitungkan pada akhir tahun. 
Beban penyusutan terhadap Aktiva Tetap yang terjadi rehabilitasi 
atau renovasi atau overhaul dan atau terjadi kapitalisasi yang 
mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap tersebut maka nilai 
penyusutan sebagai berikut : 
 
 
Penyusutan yang baru = 
Nilai Buku + Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi 
Sisa Masa manfaat 
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Beban penyusutan terhadap Aktiva Tetap yang terjadi rehabilitasi 
atau renovasi atau overhaul dan atau terjadi kapitalisasi yang 
mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap dan menambah sisa 
masa manfaat aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai 
berikut : 
 
 
Penyusutan yang baru = 
Nilai Buku + Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi 
 
 
Sisa Masa manfaat + penambahan masa manfaat 
 
PENGUNGKAPAN 
Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai 
penyusutan pada akhir periode akuntansi: 
(a) nilai penyusutan; 
(b) metode penyusutan yang digunakan; 
(c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan 
(d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan 
akhir periode. 
 
TANGGAL EFEKTIF 
Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk 
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 
Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten mulai tahun Anggaran 2015. 
 
 
Gubernur/Walikota/Bupati, 
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BAB XIV 
AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan 
akuntansi untuk bantuan belanja sosial dan informasi lainnya yang 
dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. 
 
Ruang Lingkup 
Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk unit Pemerintahan Daerah 
yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur 
tentang perlakuan akuntansinya. 
Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi belanja bantuan sosial 
pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi: 
(a) Definisi, 
(b) Pengakuan, 
(c) Penyajian, dan 
(d) Pengungkapan. 
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DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
akuntansi dengan pengertian: 
Bantuan  sosial  merupakan  pengeluaran  dalam  bentuk   barang/   
jasa kepada masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. 
Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan 
oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi 
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 
Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan adalah bantuan yang diberikan 
secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial 
dan upayauntuk mengembangkan kemandirian. 
Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak 
mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan 
tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial 
dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial 
tersebut. 
Bencanaadalahperistiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancamdan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan 
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia 
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 
Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 
Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat 
memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan 
perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan 
sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta 
penanggulangan bencana. 
Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, 
dan/ataumasyarakat yang mengalamikeadaan yang tidakstabil sebagai 
205  
akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena 
alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di 
dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, 
keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, 
kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko 
sosial. 
Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, 
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang 
jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan 
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 
 
UMUM 
Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada 
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. 
Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan 
pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 
Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 
(a) selektif; 
(b) memenuhi persyaratan penerima bantuan; 
(c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam 
keadaan tertentu dapat berkelanjutan; 
(d) sesuai tujuan penggunaan. 
Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga 
terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang 
direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 
Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/ 
atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya 
pada saat penyusunan APBD. 
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan 
untuk  kebutuhan  akibat  resiko  sosial  yang  tidak  dapat     diperkirakan 
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pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga 
yang bersangkutan. 
Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. 
Transfer uang/barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat 
memiliki ketentuan berikut ini: 
(a) Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota 
masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di 
dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang 
pendidikan dan keagamaan. 
(b) Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan. 
(c) Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan 
rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, 
pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan 
penanggulangan bencana. 
(d) Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf 
kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan 
fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga 
terlepas dari risiko sosial. 
(e) Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; 
penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan. 
Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja 
bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memiliki kriteria 
berikut ini: 
(1) Tujuan penggunaan; 
(2) Pemberi Bantuan; 
(3) Persyaratan Penerima Bantuan; 
(4) Bersifat Sementara atau Berkelanjutan. 
Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk 
kegiatan yang ditujukan untuk: 
(a) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan 
mengembangkan    kemampuan    seseorang    yang   mengalami 
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disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara 
wajar. 
(b) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani 
risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, 
kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya 
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. 
(c) Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang  diarahkan  
untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial 
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan 
dasarnya. 
(d) Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin 
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 
yang layak. 
(e) Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan 
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/ 
atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber 
mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang 
layak bagi kemanusiaan. 
(f) Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang 
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko 
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 
darurat dan rehabilitasi. 
Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan 
tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan 
Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. 
Belanja bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai 
kegiatan di lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan 
penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk menangani risiko sosial. 
Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sehingga 
didanai dengan menggunakan belanja  pegawai, barang atau modal. 
Bantuan  sosial  berupa  uang  dianggarkan  dalam  kelompok belanja 
tidak  langsung,  jenis  belanja  bantuan  sosial,  obyek  belanja    bantuan 
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sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD. Objek belanja 
bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial meliputi: 
(a) individu dan/atau keluarga; 
(b) masyarakat; dan 
(c) lembaga non pemerintahan. 
Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja 
langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang 
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan 
sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang 
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. 
Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk 
pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai 
dengan kriteria bantuan sosial. Pihak ketiga ini dapat terdiri dari individu, 
kelompok, masyarakat atau lembaga non pemerintah yang melakukan 
aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan terjadinya risiko sosial. 
Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa tidak boleh diberikan kepada 
instansi pemerintah lain atau pegawai pemerintah walaupun terkait 
dengan aktivitas penangangan risiko sosial. 
 
PENYUSUNAN ANGGARAN 
Penganggaran belanja bantuan sosial hanya diperkenankan untuk 
kegiatan yang telah memenuhi seluruh kriteria belanja bantuan sosial 
baik dari sisi pengertian, tujuan, persyaratan penerima, pemberi dan sifat. 
Belanja bantuan sosial ini dapat berupa pemberian uang, barang, maupun 
jasa, dengan penjelasan sebagai berikut: 
(a) Pemberian uang kepada penerima belanja bantuan sosial yang 
telah memenuhi kriteria. Uang ini diberikan tanpa ada maksud 
untuk ditarik kembali dengan mekanisme dana bergulir, bukan 
berupa Penguatan Modal Masyarakat PNPM Mandiri, dan bukan 
pemberian kepada partai politik. 
(b) Pemberian barang baik berupa barang habis pakai maupun 
berbentuk aset tetap, dari hasil membeli atau memproduksi 
sendiri, yang diberikan kepada penerima belanja bantuan  sosial 
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yang telah memenuhi kriteria. Barang yang diberikan bukan untuk 
dipakai sendiri atau diberikan kepada instansi vertikal pemerintah 
yang bersangkutan, sehingga tidak menambah  jumlah  aset  
yang dimiliki oleh satuan kerja terkait atau instansi vertikal di 
bawahnya. 
(c) Pemberian berupa jasa, satuan kerja memberikan pelatihan atau 
mengirimkan orang untuk melakukan pelatihan kepada penerima 
belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. 
Penganggaran belanja bantuan sosial meliputi seluruh biaya yang 
dikeluarkan untuk kegiatan terkait dengan penyelenggaraan bantuan 
sosial tersebut. 
 
PELAKSANAAN ANGGARAN 
Penerima belanja bantuan sosial dapat meliputi anggota masyarakat 
dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk 
lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan namun 
harus dipilih secara selektif yaitu yang perlu dilindungi dari kemungkinan 
terjadinya risiko sosial. 
Contoh individu, kelompok, masyarakat yang berhak menerima 
belanja bantuan sosial adalah mereka yang memiliki risiko sosial  dan 
tidak mampu mengurangi risiko sosial secara mandiri tanpa bantuan 
pemerintah, antara lain: 
(a) masyarakat tertinggal dan terlantar; 
(b) orang yang dapat bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan; 
(c) anak-anak yatim; 
(d) keluarga atau masyarakat miskin; 
(e) keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang maupun 
ahli warisnya yang tidak mampu; 
(f) orang lanjut usia; 
(g) orang sakit dan cacat; 
(h) pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu; 
(i) tuna sosial dan penyimpangan perilaku; 
(j) korban bencana; 
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(k) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 
Belanja bantuan sosial dapat juga diberikan kepada lembaga 
pendidikan, keagamaan atau lembaga sosial lain yang menangani individu/ 
kelompok masyarakat yang memiliki risiko sosial. Belanja bantuan sosial 
dapat diberikan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah, kegiatan 
penyuluhan, pendampingan dan advokasi untuk individu atau masyarakat 
yang memiliki risiko sosial. 
Pemerintah  bertanggungjawab   untuk   memberikan   bantuan  
sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan 
kesejahteraan sosial. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah  Daerah  
yang mempunyai keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan pemberian 
bantuan sosial ini dapat menganggarkan belanja bantuan sosial. 
Jenis kegiatan yang didanai dengan belanja bantuan sosial harus 
sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial. Belanja Bantuan Sosial 
dapat diberikan untuk mendanai kegiatan berikut ini: 
(a) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan 
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami 
disfungsi sosialagar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara 
wajar. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk antara lain: 
1. motivasi dan diagnosis psikososial; 
2. perawatan dan pengasuhan; 
3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; 
4. bimbingan mental spiritual; 
5. bimbingan fisik; 
6. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 
7. pelayanan aksesibilitas; 
8. bantuan dan asistensi sosial; 
9. bimbingan resosialisasi; 
10. bimbingan lanjut; dan/atau 
11. rujukan. 
(b) Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. 
Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi 
warga negara yang tidak mampu membayar premi agar  mampu 
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memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. 
Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk bantuan 
iuran oleh Pemerintah. 
(c) Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang  diarahkan  
untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial 
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan 
dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: 
1. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan 
dalam bentuk: 
a. diagnosis dan pemberian motivasi; 
b. pelatihan keterampilan; 
c. pendampingan; 
d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat 
usaha; 
e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; 
f. supervisi dan advokasi sosial; 
g. penguatan keserasian sosial; 
h. penataan lingkungan; dan/atau 
i. bimbingan lanjut. 
2. penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam 
bentuk: 
a. diagnosis dan pemberian motivasi; 
b. penguatan kelembagaan masyarakat; 
c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau 
d. pemberian stimulant. 
3. penggalian nilai-nilai dasar 
4. pemberian akses; dan/atau 
5. pemberian bantuan usaha. 
(d) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani 
risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, 
kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya 
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. 
Perlindungan Sosial diberikan melalui antara lain: 
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BAB XV 
NILAI  SATUAN 
MINIMUM KAPITALISASI 
DAN EXTRA COMPTABLE 
 
 
 
 
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 
 
PENDAHULUAN 
Tujuan 
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan 
akuntansi untuk nilai minimum kapitalisasi dan extra comptable serta 
informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. 
 
Ruang Lingkup 
Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk unit Pemerintahan Daerah 
yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur 
tentang perlakuan akuntansinya. 
Kebijakan Akuntansi ini mengaturpenentuan batas dan kriteria 
pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran 
yang harus dibebankan sebagai belanja. 
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DEFINISI 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
akuntansi dengan pengertian: 
Akuntansi Aset adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, 
pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam 
buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan aset 
dan neraca Pemerintah Daerah. 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 
dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam 
satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan 
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber 
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 
digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum. 
Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan dalam proses 
penyelesaian dan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah 
tercatat dalam Perkiraan Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah 
(SAP). 
Extra Comptable adalah hasil dari belanja modal yang tidak memenuhi 
kriteria aset tetap atau batas kapitalisasi (capital threshold) , dan piutang 
yang sudah dikategorikan macet serta akan dilakukan hapus buku. 
Kapitalisasi Aset adalah pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan 
nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai 
aset tetap. 
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar 
semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap    untuk 
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digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 
Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan/atau pengadaan 
aset tetap yang menambah kuantitas dan/atau volume dan nilai aset 
tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang. 
Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan 
tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat 
digunakan sesuai kondisi semula. 
Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam 
pembukuan karena perubahan klasifikasi. 
Renovasi aset tetap adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau 
penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa 
manfaat, kualitas dan atau kapasitas. 
Overhaul aset tetap adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau 
penggantian peralatan mesin aset tetap dengan maksud meningkatkan 
masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas 
 
NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI 
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah batas minimal 
pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat diakui sebagai 
belanja modal didalam penganggaran dan diakui sebagai Aset tetap. 
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah batas minimal 
pengeluaran yang dapat menambah nilai aset tetap atau aset lainnya, 
atau penambahan nilai aset tetap atau aset lainnya dari hasil belanja 
pemeliharaan. 
Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: 
berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat 
lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik 
Aset Lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, 
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. 
Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal 
jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 
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(a) Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 
12 (dua belas) bulan; 
(b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang 
tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; 
(c) Perolehan aset tetap dan aset lainnya tersebut untuk digunakan 
dan tidak untuk dijual /disumbangkan /dihibahkan/ diserahkan 
kepada pihak ketiga; 
(d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk 
pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi 
aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan. Memenuhi 
kriteria material/batasan minimal kapitalisasi untuk setiap jenis 
aset atau belanja modal sebagai berikut: 
 
 
No 
 
Jenis Belanja Modal 
Batasan Minimal 
Kapitalisasi Untuk 
Per Satuan Aset Tetap 
Atau Asset Lainnya 
1 Belanja Modal Tanah Rp 1 
2 Belanja Modal Alat-alat Berat Rp 10.000.000,00 
3 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Rp 5.000.000,00 
4 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Rp 1.000.000,00 
5 Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor Rp 5.000.000,00 
6 Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Tidak 
Bermotor 
Rp 1.000.000,00 
7 Belanja Modal  Alat-alat Angkutan Udara Rp 10.000.000,00 
8 Belanja Modal Alat-alat Bengkel Rp 300.000,00 
9 Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian 
dan Peternakan 
Rp 5.000.000,00 
10 Belanja Modal Peralatan Kantor Rp 300.000,00 
11 Belanja Modal  Perlengkapan Kantor Rp 300.000,00 
12 Belanja Modal Komputer Rp 300.000,00 
13 Belanja Modal Mebeulair Rp 250.000,00 
14 Belanja Modal Peralatan Dapur Rp 300.000,00 
15 Belanja Modal  Penghias Ruangan Rumah Tangga Rp 300.000,00 
16 Belanja Modal Alat-alat Studio Rp 300.000,00 
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No 
 
Jenis Belanja Modal 
Batasan Minimal 
Kapitalisasi Untuk 
Per Satuan Aset Tetap 
Atau Asset Lainnya 
17 Belanja Modal Alat-alat Komunikasi Rp 500.000,00 
18 Belanja Modal  Alat-alat Ukur Rp 300.000,00 
19 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran Rp 300.000,00 
20 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium Rp 300.000,00 
21 Belanja Modal Konstruksi Jalan Rp 10.000.000,00 
22 Belanja Modal Konstruksi Jembatan Rp 10.000.000,00 
23 Belanja Modal KonstruksiJaringan Air Rp 10.000.000,00 
24 Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kabupaten Rp 300.000,00 
25 Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon Rp 1.000.000,00 
26 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Rp 10.000.000,00 
27 Belanja Modal Buku/Kepustakaan Rp 100.000,00 
28 Belanja Modal Barang bercorak Kesenian, 
Kebudayaan 
Rp 300.000,00 
29 Belanja Modal Hewan/Ternak dan Tanaman Rp 500.000,00 
30 Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/ Keamanan Rp 500.000,00 
 
Batasan minimal kapitalisasi (treshold capitalization) aset tetap atau 
aset lainnya yang ditetapkan diatas khusus untuk belanja modal tanah, jika 
belanja modal tersebut menambah bidang dan atau luas tanah maka tetap 
diperlakukan sebagai belanja modal walaupun biayanya dibawah batasan 
minimal kapitalisasi (treshold capitalization). 
Jika barang tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud 
pada paragraf 8 maka dilakukan pencatatan pada daftar barang non aset 
tetap (extra comptable). 
Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai 
belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua 
kriteria berikut: 
(a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: 
- Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau 
- Bertambah umur ekonomis, dan/atau 
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- Bertambah volume, dan/atau 
- Bertambah kapasitas produksi, dan/atau 
- Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan 
(b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset 
tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi 
aset tetap yang telah ditetapkan. 
Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan asset 
tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau 
kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang 
dalam bentuk kapasitas,mutu produksi atau peningkatan standar kinerja 
tidak dapat dikategorikan sebagai belanja barang tetapi harus dikapitalisasi 
ke dalam Belanja Modal dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai 
penambahan nilai aset tetap. 
Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis 
yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah gedung 
semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun 
ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut 
masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut 
maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. 
Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau 
kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik 
yang mempunyai output 200 kW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya 
meningkat menjadi 300 kW. 
Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap 
yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan 
oleh pemerintah menjadi jalan aspal. 
Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan 
ukuran aset yang sudah ada. Misalnya, penambahan luas bangunan suatu 
gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2. Contoh: SKPD merencanakan untuk 
menganggarkan untuk perbaikan kantor dengan memperbaiki atapnya 
yang sering bocor, pengecatan,  penggantian  ban  mobil  dinas  A,  ganti 
oli dan servis mobil A, serta overhaul mobil B. Rencananya, atap kantor 
yang terbuat dari seng akan diganti dengan atap yang lebih baik, yaitu 
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menggunakan  genteng  keramik  dengan  menelan  biaya Rp20.000.000,- 
. Pengecatan dengan cat kualitas nomor 1 Dulux Rp15.000.000,-. Ganti 
empat ban Rp2.000.000,-, servis dan ganti oli Rp750.000,-, dan overhaulRp 
6.500.000,-. Sebelum dialokasikan anggaran untuk pengeluaran 
penggantian atap kantorperlu dilakukan analisis apakah pengeluaran 
tersebut dimasukkan sebagai Belanja Modal atau Belanja Operasional. 
Rencana pengeluaran untuk mengganti atap lama dengan atap baru dapat 
menambah kualitas atau manfaat dari bangunan. Berarti kriteria pertama 
terpenuhi yaitu pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa 
manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang dimiliki. Demikian juga 
kriteria kedua, pengeluaran tersebut memenuhi nilai minimum kapitalisasi 
untuk gedung dan bangunan yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,-. 
Pengecatan tidak akan menambah masa manfaat, umur, dan kapasitas, 
berapa pun nilai pengecatan. Ganti ban sama sehingga masuk klasifikasi 
Belanja Barang. Sedangkan overhaul akan menambah umur mesin mobil, 
masuk klasifikasi Belanja Modal. 
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diberlakukan apabila 
aset dimaksud berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut: 
(a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
(b) biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal; 
(c) tidak dimaksudkan untuk dijual dan dihibahkan dalam operasi 
normal entitas; 
(d) diperoleh atau dibangun  dengan maksud untuk digunakan; 
(e) tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan; 
(f) tidak mudah berubahbentuk dalam beberapakali penggunaan; 
dan 
(g) nilainya memenuhi ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset. 
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk Golongan Gedung 
dan Bangunan serta Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan diberlakukan juga 
untuk pemeliharaan aset tetap dimaksud dengan kriteria sebagai berikut: 
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